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puii syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena
berkat dan Rahmat-Nya sehingga peEnulis dapat
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sederhana ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan

dapat memberi Ilmu Hukum di Indonesia.

Juli 199z

<

v

-
~



DAFTAR ISI
Halaman
HQLAMAN JUDUL % a3 08N EEEeTE TSNS eSS SR E A EA N .i.

HALAMAN PENBESAHAN «cuvvevinnseecespannnenncanes id

KATA FENGANTAR ..... nweulenin auNin e S wE sesn v DAL
DAFTAR ISI 3 ' vi
BAE i
1
3
5
i
BABE 2. TINJAUA Fi
7
12
Urganisasi - 17
2.%.1. Ruang Liéé;up Drg;négasi i
Ikt asiOnal e s s s 66 - e 17
2.3.2. Dasar Hukum Organisasi
Intérnaéimnal ......... Tk shisy
BAB 3. DRGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBYEK
HUKUM INTERNASIONAL ..vcvevevevesmanse- 249
3el. Kadudukan Hukum Grganisasi
Internasional sesecorsamvanansnnms 25

Vi



Lol
=+
=

=+

Fedudubkan Organisasi

Internasional sebagai Subyek
hukwm nasional ...ccoweews
3.1.2. kKedudukan Organisasi
Internasional sebagai subyek
hukum Internasional .:.:..

]
5 . ’ y L
F.2. Fungsi hukum organisasi internasional....

3.3. Hak—hak Isti
organisasi

BEAB 4. KAPASITAS

internas 2 =T A RE AP
BABE 5. PENUTUP
ke KR SEA P U ¥ B St TSt
N2 R BTN T e e Uk n RN § Ao P

DAFTAR PUSTAKA ...... Tsssssssassmesasa e amE N

v

26

40

24

78

87

94

935



PENDAHULUAN

k1. Latarbelakang Masalah ' F

Fergaul an hidup manusi& diatur oleh berbagai macam
kaidah atau norma yaﬁq pada hakikatnya bertujiuan  untuk

menghasilian kehidupan bersama vang tertib dan 1

kelom pnw pelba
Uiy

idupan manusias Misal

didah-~kaidah 18

tenteram.Di dalam

tersebut berkelomg keperluan

kebutuhan

pokok dari pada

hidup kekerabatan, s kebutuhan

akan pendidikan, kagbuy keinda— g

pada akhirnya
misalnyva kebutuha mEnimbul kan . ki
lembaga—iembaga kemad =mbaga batih,

pelamaran, peErkawinan, kewarisan dan

sebagainya., Kebutuhan pencabarian nidup menimbul kan B
lembaga-lenbaga kemasvarakatan saparti partanian, !
peternakan, koprasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan il

akan pendidikan menimbulkan kemasyarakatan seperti  Taman
Lanak—Kanak, sskolah casar, sekolah menengah Pperguruan
tinggi, dan sebagainya. Kebutuhan untuk manvatalkan rasa ' i
keindaharn menimbul kan lembaga—lenbaga kemnasyarakatan
seperti olah raga, kesusastraan, seni suara, seni rupa

dann lain—lain. "




'
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Dari contoh di atas kiranya dépat disimpulkan
bahwa lembaga-lembaga kemasvarakatan terdapat dalam
setiap masyarakat, tanpa memperdulikan apakah masyarakat

mempunyal tarap kebudavaan sederBana atau modern. Hal ini
disebut karena setiaﬁ masyarakat tentu mampunyai

kebutuharn~kebutuhan polkol vang - apabila dikelompokkan

terhimpun menjadi

Untuk mena takan bahwa
lembaga kemasyarakatan : noirma-norma

dari segala tindakaf . pada th kebutuhan

Demikian bil : 1] &k ! Lingkup
internasional 17- _ 2hi s : LNLe yal atau

organisasi  ini D.W.

Bowett dalam buku Brrnasional”,

(1992 : 1), sebagai-

4 asional ,terutama,
lebih merupakan =l kebutuhan  yang
nyata vang timbul dary pergaulan ;th(h§§iona}‘
ketfﬁﬁang'_karena"Eertimﬁahgén' filosofi atau

idiolog meEngenai  gagasan pemerintah dunia,
pertumbuhan pergaulan internasional, dalam arti
perkembangan hubungan—hubungan antara Frakyat

yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari
peradaban  yang matang; kemajuan dalam bidang
mesin-mesin  komunikasi yang ditambah dengan
hasrat berdagang demi menciptakan suatu tingkat
hubungan yang pada akhirnya memerlukan pengatu-
Fan melalui jalur—jalur kelembagaan ",

Dari pernyataan ERowett di atas Jjelas bakhwa
perkembangan organisasi internasional lebih merupalkan

Jawaban terhadap kebutuhan Yang nyéta, vang diakibatkan




oleh pergaulan intermnasional.

Kebutuhan untuk menvelamatkan generasi-gensrasi
yang akan datang dari bencana perang, vang selama hidup
kita telah dua kali membaws sengsara vyang tidak terkira
bagi umat manusia dan untuk meneguhkan kembali keper—

Cayaan pada hak-hak asasi manusia pada martabat dan nilai

a"hanusﬁdan kec
Mg—

dimana keadilan dan

pribadi manusia pria dan

wanita dan bagi ba dan untuk

menciptakan keada renghormatan

terhadan kewaiiban i=iihan vano i [ nerianiian—

perjaniian dan laid alonal dapat
dipertahankan
dan tarap kéhL
dekaan ;anq =~ 1@h ks : :nisa#i
internasional danga . 4 b Dangsa.
Kebutuhan unt = ijasama yang
erat, baik dibidang palit rdagangan, sosial
budaya, hukum maupun kerjasama dalam pertgﬁanan/miliﬁgr
antara Jegara-negara dalam suatu  kawasan atan  region
tertentu, melahirlkan suatu organisasi internasional.
Adapun berbagai kebutuhan dan persamaan kepesntin-
gan dalam lapangan internasional, mendorong timbulnya
berbagai organisasi internasional . Menurut siairan Amerika
Serikat Internasional organization in which the United

States Participation ( 1950 ) terdapat dalam tahun 1950

lebibh dardi 200 bacarn internazional, &0 di antaranya dapakb
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disebut organisasi internasiunal yang | besar, Demikian
Pula N.A. MARYAM GREEN ( J. Pareira Mandalangi,1986 ; 2 )
mengatakan pada akhir tahun_iéé? terdapat lebih kuirang
2400 lembaga internésimna;, diantaranya 229 organisasi
internasional dal%m arti sempit 'yaitu intergovermental

organization sedangkén selebihnya adalah non  govermental

ganlsagd d4 i an  berbagai
masalah 5B¥f%tk tetap uga masalah

timbul apabila organid

organization.

Perkemhanga

masalah, bukan sa

Rk iim . Masalah huk i-Organicasi

ituw mulai melakukaf kewaiiban—

kewajibannys 1 g & ; Brouwnlie
dalam bukur';ya. ( _ : L (-] 7 "
( 1979 3 &77 ) l

function of orgd

e T Tungin ( J.Pare

antara lain bahwa '

Organisasi internasic dewasa ini  telah men

-- jadé—gejala~permanan'dan samgat pentinfg ~ dalam

kehidupan internasional. Feningkatan Jumlah
crganisasi internasional ML Eun perluasan
tugasmtugasnya, kini telah dan bahkan sedang
mengubah  seluruhb struk tur kehidupan dan
hubungan internasional ",

Berdasarkan uraian di atas maka sudah SeEwajarnya
dilakukan studi tersendiri terhadap berbagai masalah yang

murighk i timbul akibat berfungsinya grganisasi

internasional tersebut, Dan suatu PEnLng auan hukum

terhadap Organigasi internasional manjadi semakin relevan



]

dan penting bagi kebutuhan analisa teori dan terapan.

1.2. Batasan Masalah

Untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini, maka diperlukan suatuy Perumnysan
masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut

|
= Sejauh  manakah Femampua i i interna-

sional d N negara.

= 8Sejauh ganisasi [

internasi

i ian dangaﬁ

]

organisasy j
f

harusaha
u=-buku

atau bacad kaitannya

~ Demikian pula e . mengumpul kan data
dokumenter berupa keputusan ataa kebiiaksanaan
vang ada hubunganny s dengan kapasitas organisasi

dalam membuat Perijanjian internasional.

1.4. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karva, tentunya penulis skripsi ini
mempunyai tujuan Yang hendak dicapai yaitu 3
1. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk merige

nal lebih dekat arganisasi internasional dalam




. ;
melaksanakan fungsinya.

2. Untuk membangkitkan minat studi terhadap orga-
nisasi internasional vang masih dirasakan

langkah ditulis dalam bahasa Indonesia.
1
s Henggunakgn praktek orgamisasi internasional

dalam membuat perjaniian internasional.

Fada akhirnva apa'yanq dikemukakan berikut imi,

tidak sepaenuhny

penulisan  yang ssngguhnyﬂkarena
S

hanyalah merupakan] tdivan tambahan (acceso

am tujiuan

skripsi ini koleksi

| NIVERSITAS '

perpustakaan.#husu‘ , ﬂﬂn-ﬂﬁﬂﬂn___-“n, Hutk uim

Universitas “45“




BAR 2

TINJAUAN SINGKAT ORGAMISASI

INTERNASIONAL

Al .
4 2.1. Pengertian Organisasi Internasicnal

by - Dalam Hubkum Internasional Dusitlf, tidak ada suaty
Pasal  pun  vang meEmbarikan pbatasan tentang apa Yang

dimaksud dengan Sebagaimana

halnya dengan N demikian

telah banvak para mengemnukakan
pEndapat wereka, dimaksuc
clengsr, organi

pendapat

digntaranva o

ntErnationa

Mengsacul ketiadas pengertian

Organisasi  internasidg i FiaE ia mencoba

memkEeri kan batacsan e &

= "uaew and fio  generally accepted definition of the
public international tnion has evai bmen
reachsd. in general ;| howsver, they were pErmanesnt
association (i.e. postal or Failway administra
tion), based wpon a traaty of 8 multilatral
rather than a bilateraz] type ana Wwith some
definite criterion of purpose M,
fLiftak cerdapat satu detinizi pun yvang  diterima
SRCare  waum  tentann  ornacrisacsd internasicnal,
Fada umiunnva bagaimesa pin Lige ' ergantessd  imd
atal ar ] eV ] 1LEa%l parmansn (misalnya
dibidang Fostal Apdministirasi  Kereta Api)
uang - didirizan = suatu  perjanjian  interna
sional yang kebanvakan ialah mearupakan perdaniian
multilatral dari pcada oEridnidian bBilatsral A

=

A

f. e



Selaniutnys J.G. Starke, (Syahmin Ak, 1988 3 14 ),

tidak pula memberikan suatu batasan yvang khusus mengenai
pengertian organisasi internasional ini. la hanya men—
bandingkan fungsi-fungsi, hak-hak dan kewajiban—kewajiban
seirta kewenangan dari organ—organ lembaga internasional
irtd denganlsebuah negara. Hal ini secara tegas dinyata—

Eannya bahwa 3

" Separti modern  dan

hak—hak , 12 jiban=T Hasaan A1

| o
( dimiliki lat-alat 7 LEssmuanya
i distur olelf suatu hukum naq1gn~1 g dinamakan
Hkum T garas Sehinaoa ar cemikian

‘ argarisagil ; szama halnya
| dengan : Rl NBGAraE .
Dengan mbiy  adalah

lembag menpunyai
: it
---?, meski-

Wang sama

‘ denga

Lemilk i 2 1% ),

juga tidalk memb organisasi

internasional . Ia firi—ciri kbhusus

oirganisasi internasional

" Organisasi internasional mempunyal arti gan ciri
Ehusus 3 cara melakukan hubungan—hubungan
internasional dilakukan melalui badan—badan
paermanen yang telah diserahi tanggung jawab dan
wewenang tertentu dan melalui badan—-badan - ini
sgpeirtl pemerintah negara anggota dapat melaksa
nakan ksbijaksanaan—kebijaksanaan dalam hal ini
vang menyangkut kepentingan nasional ".

Sementara itu Boer Mauna, (Syanmin 6K, 1988 : 15-14)
dalam tulisannya men e askan pangertian organisasi
internasional Dahwa @

“Organisasi internasional adalah suatu parhimpunan




"Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan
nNegara — n2gara merdeka dan berdaulat yang
bertujuan  untuk mancapal kepentingan bersama
melalui crgan—organ dari peErhimpunan itu sendiri®

J. Pareira Mandalangi, ( 1986 : 1 ). memb2rikan dua
pengertian organisasi internasional, vyaitu arganisasi
internasional dalam arti luas dan organisasi
internasional dalam arti senpit. Organisasi intrnasianag

dalam arti luas 1k setia

organisasi yang @lintasi = batas PO A a-negar

{ internasional baik yang  bersifat lik  maupun

bersifat privat. § nokan oFganisasi inter

fional da1a+

arti sempit hanyd organisasi

1nrernaalmnd1 ya

Selanju'% ”4 = 6)1

juga mengemukg

dalam tiga batasan

— FPertama Org) dalah orga-

nisasi vang persetuiuan

pemerintah atau antarnegara H

- kKedua Organisasi internasional adalah organisasi

yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian,

dimana tigas atau lebih Hagara—nagara menjadi
pesarta i

= Ketiga Organisasi internasional adalah organisa—

51 yang dibentuk berdasarkan suatu parianjian

tertulis, vang dilakukan oleh sekurang-kurangnya

tiga negara/panerintah-pemerintah, teirmasuk




i 1 ¢

ordanisasi internasional yang télah ada.
Batasan pertama dibuat berdasarkan penelaahan

terhadap pasal 57 Piagam FBE, ( 1982 : 29 ) menggariskan

bahwa =

" Pelbagai badan khusus, vyang didirikan atas
persetujuan antara pemerintah dan MEMPUnyai
tangaung jawab internasional yana luas, seperti
ditetapkan dalam peraturan—-peraturan dasarnya,
dilapang Bkonnmy o L b N, pendidi-
kar, kg angan | yang
bertalia dalam ﬁubun—
gan  Ferg i erngan

ketentua '
Menusuat P ada | Liga

persyaratan yang Hidan Hhusus
yakni s ‘
l: Didirikan i
2. Mempunvai luas

seperti ketentul dasarnya,

dilapangan ekonok +  pendidikan,

kesehatan dan lapanga dengan itu 3 dan

i

Akaﬁ dibawa dalam hubungan serikatan Bangsa-bangsa.

Selanjutnya J. Pareira Mandalangi, ( 1986 : 4 Yig
menjslaskan bahwa syarat pertama itulah vyang mutlak harus
dipenuhi oleh setiap organisasi internasional Yarg
bersifat publik, sedangkan syarat yang ke 2 dan ke 3
Cadalah syarat vyang khusus. kKeberatan vang mungkin
dikemukalkan terhadap batasan pertama, bahwa tidak dije-—-

laskan berapa dumlah negara yang minimal dibutuhkan

untuk  mesmenuki persyaratan adanva persetujvan  antara




1

pemerintah atau antar negara itu. Berdasarkan kebaratan
itu, maka divsulkan batasan kedua ini Juga tidak Iuput
dari beberapa kekurangan misalnya, digunakan istilah
pPerjanjian yang merupakan istilah umum *dalam hubungan

internasional, sedangkan menurut Konvensi Wina IReRS

pengertian perjanjian hanya berlakuy Perianiian  tertulis

vang dilakukan ak berlaku

amic_sasiqasinnal sqtu sama lain

atau  antapr MEga disuatu pihak. Juga Mhdhya disebut

antara organisasi

F b o L .

Negara—negara 20k 1 pihat- .

UNIVERSITAS

___._..ﬁ;m.mnu___,.__—, nasional .
i WA e Slatu

menjadi pihak
Selain ity

organisasi  in

khusus dise]

Atas alasan di atasan ketiga

seperti  telah ditulis da erdahulu. Batasan
ini merupakan penyempurqaan Eftasan~?aﬁasan sel@njutnya,
Dari berbagai pendapat tentang organisasi interpa—
sional vanyg telah dipaparkan di atas, maka penulis me-—
nyimpulkan  bakwa organisasi internasional adalah suatu
perhimpunan negara-negara merdeka dan berdaulat dibentuk
berdasarkan Suatu perianiian tertulis vyang dilakukan oleh
gekurang—hurangnya Liga Negara/Pemerintah bersifat inter-

Nasional serta memiliki alat-alat pParlengkapan atau OO En

Permanan, bertujuan wntuk mencapai kepentingan bersama

-




Sesuai dengan kepentingan Rasiomnal naaingwmasing.aﬁqgata.

Dari bserbaqai Upaya pemberisn bataEHn—batasan
tersabut, nyatalat  bahwa tidak begitu mudan merumuskan
suatu  bataszan Yang lengkap dan tuntas dapat memuaskép
se£%&p Srang dengan dem{kian dapatlah dimengerti; pandean—

Gan para Penulis, yang dalam membahas Organisasi‘interna—

éimnal, telah memiliki jalan derngan menghindsri 'pembﬁcan

naan langsung me ternasional,

tapi berusaha ptif,

Irganisasi
i+£ernaeional
pésat, p&rkemff-
abad kedua oul

dalain jumlalinva

Pdanya berbagai

sukar uptuk
mengadakan klasifikasi Oleh karena itu
tidak ada heseragaman klasi) Pt i mengenad Organisasi
intafnaﬁignai dmd . Fengoolongan ini nampak lebar karena
perbedaan  sudut pandanyg para penulis tentang dars segi
mana ia membuat klasifikasi { PEfGgOIangan ) Orrganisasi
intarnésioqal taersebut .,

Peﬂqqmlungan Arganisasi vang dimaksud untuk merce-—-
Labigi Tﬂhﬁﬁi”TunQSl dan tujuan serta uang lingkup akti—

;

vitas lembag.a tersebut, PENGGolongan ini Perlu dikaji

MEskipun  padsa hekekatnya sukar dilaksanakan, terutama




MeEskipun pada hakekatnva sukar j;lahﬁanakaﬁ, terutama
disebabkan karena dalam perkembangan dewassa iﬁi berbantuk
Fangkap atau Rengandung wewenang teramat luas,

Disamping itu Syahmin AK, 9 1985 . 4 ), mengataksn
bahwa organisasi internasional yang satu dengan crganisa-—
51 internasional Yang lainnya mempunyai fungsi dan tujuap
va tumpan |

Fangkap,hahkan ada- kalan tindih pverlepping}i

Contek © akan hal

Organisasi ini p itis, namur

Bila kita Lih ttama Varng

dimilikinya, maks Y& borsifad

admiﬁistratifg lainnys.

|

MEEiHQ“MdEin : : Ao Fan—-organ
q

Urganides , 3 gk an dari
1

segl fungsinva, rua , ' , Eebagainyvea.,

Fernggolongan ca Hikemukakan aleh

Geprae Schwarzenberger ( By

A, 1986 ¢ 11 ). 1a

menqkiasifikaaikén mréanisaﬁg intarnasional dalam iima

colongan

L. Lamanya Yanc diharapkan ad-hoc, proveszional dan
lembaga yang permanesn.

B RE e et kekuasaannya o Judieial, conciliatory, govermen—

talaadminfgtrative, Co~ocdative dan lembaga legislatif,

Jika lembaga memberilkan pantusn secara memyeluruh atag

sebagian dari kekuasaannya, maka lenbaga  tersebut

\
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L}

adalah cﬁnpreﬁenaive, sebaliknya apabilg tidak, dise-
but non conprehensive.
3. Bifat homogen atau heterooen sasarannya,vyakni lembaga
memiliki satu atau bebsrapa maksud dan tuwjuan sejalan
!
dengan sifat sesungguhnya, Jjuga tujuannva adalah

politis daﬁ‘funqsimnal vang disebutkan dalam ekonomi,

sosial serta.kemaﬁusigan dan kelembagaan.

4. Bidang yuridi]

a. Fersonal 3} | menvanghkut

SDEdard ; termak
sud sehut
saling mEresa
adalah secti

b. Geographical scope loci ) berupa =

lobal, regional dan local;”
Gi

€. Subtantive scope (ratione materiae), berbentulk

general dan limited.

d. Temporal scope (ratione temporis) ,dimana yuris—
diksi lembaga pangadglan internasional fungsi-—-
nya  terbatas pada perselisihan vang timbul
setelah diadakan perjaniian tertentu.

9. Tingkat integrasi; vang meliputi lembaga internasional




dan lembaga Eupranasional.

Fenggolongan organisasi internasional dari segi
rusng lingkupnya, dapat dibedakan menjadi  dua, yakni
Organisasi internasional global (universal) dan

organisasi partikular, Seperti vyang ditulis dalam ‘Atlas

of United States foreign relation (mutammimul Ula,

Deskripsi H.I. terhadap Fegional ASEA

Some of fhézs Drgani!hl!in are unli

they arg @pen to all conteriecs i
geogranhfc location or politica
order OtRafs - i r
membersh =3 Ll E Rs ! T;“E
special

ipsi Undip,
i

1982 3 17 )

n

reall in that
spective of
Or Boonomic
giion! in that
Dr othey

i

regional, misalnya
Komisi pasifik Selatap cdan bewan Eropa.

Selanjutﬁya D.l, Bowett, ( Syahmin Ak, 1985 ¢ 10 e
menggol ongkarn { mengklasifikasikan ) Organisasi
internasional berdasarkan pada knnpetensinya, vailtu
arganisasi  of CrEmeral compatence, dan mrgahizatinﬁ of
1imited competence, baik organisasi global, MaLpLn
regional dibagi atas kompetensinya., Fada

Oraanisasi

global misalnya PBRB termasuk dalam organisasi global yang

genieral Ccompetence, sedanglan Yang Lermasuk Fategori
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-

limited competence ialan badan—badan Ehusus FPER
(specialised ajencies), seperti Lo, 1cao, UNnisco, WHO,

dan sebagainya, Organisasi regional Yang mempunyai genepr—

al competence dian@aranya The Council of Europa sedang~

L}

kan yamg limited competence misalnya The Europsa Communi-
ties, The Evropean, Free Trade Area.

Fenggoliong adalah

organisasi intef SUPErE-

nazional , menurulk OfN organisasi

internasional derifar ifadalah suatuy

caputusan—

individu
I"i

3marintah

7
ﬁ
~*
o
n
-

harus
keinginan
internasional
dengan kekuasaan sEmaca Masyarakat Batu
__bara__gan baja Eropa vang dibentuk cleh trattat lé. April
Loy dianggap sebagai suatu badan supra-nasional seperti
itu, sejauh ia biea menggunakan kekuasaan langsung demi~
kian dalam hal batu bara, besi baja di Wilavah Negars—
Nnegara angoaotanve . Demikian Jduna dmnqan-MEﬁ, vang didisi-
kan olehn Traktat ROma 2% Maret L957. Badan-badar Yarg
bukan bersifat supra-nasional hanva bisa hertindak atau

melaksanakan keputuaannkeputusan dengan atau melalui

negara-negara anugotanya,



VT

2.3+ Ruahg Lingkup dan Dasar Hukum Grqaniéasi

Internasional.

2.3.1. Ruang Lingkup Hukum Organisasi

Internasional.
X

a Sebelum sampai pada uraian dasar
hukum organizasi internasional lebuh dahulu
akan diketahui Fuang lingkup hukum organis

asi al, | fdeblecdlagai acuan

N definisi

R -eqara merasa
aatinya dan
umunnya  memang
ihburgan antara
. itu sama lain dan
yang juga™Mmeliputi s
{a) Aturan hukum vang bertalian
dengan berfungsinya lembaga—
lembaga dan organisasi-orga—
Nisasi internsional, hubun-
gan—hubungan atau organisasi
yang satu dengan yang lainnya
dan hubungan—-hubungan lembaga
atau organisasi ity dengan
Negara-negara dan individu-
individu & dan
(b)) Aturan—aturan hukum tertentu
vyang bertalian dengan indivi-—
du-individu dan satu sabuan
bukan negara sejauh hak—-hal
dan kewajiban—kewaiban para
individuw dan saluan—satuan

‘ untulk

& i sendl—

i Fe pPrilakuy
e
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bukan negara  itu meErupakan
repentinuan masyarakat inter—
nasional ".

Selain  itu Muchtar Kusumaatmadia,

(1982 3) meberikan defimisi Hukum Intear-—

L

nasional sebagai berikut i
" Hukum Internasional adalah kese-

luruban kaesdah-kaedah dan AZas—azas  yang

mengatur hubungan atau persoalan malintasi

(= = (Y "

(&)

()

lagn  bukan
vkan negara
f

atasg, nada

LA lingkup

tarba—
Ydefinisi
sliputi

idu~individu

clan onal lainnya
bukan asan itu pulalah,

jeles organisasi Thiernasional masuk  dalam

materi batasan hukum internasional, bahkan
merupakan komponen perbentuk hukum interna
sional. Dengan demikian organisasi  interna
sional tidak lain adalah bagian hukum
internasional . .

Barkensn dengan  atu, maka i
Fareira Mandalangi, (1988 : 8 emerumuskan

secara rainghkas dan sederhana batasanm hukum




- - 2
dom 8 ot o oale W

i
i

-
Organisasi internasional sebagal berikut s

H

Hukum organisasi adalah  himpunan

kasdah-kasdah dan AzZas-azas vyang

manaa e fungsi-fungesi organisa—

S5 internasimnal, hubungan mereka

itu? satu sama lain dan hubungan

3 mereka negara-negara, orang

RPErorangan dan satuan-satuan lain

v bukan negara atau diteriemahkan
dengan 3

The lay of international organiza’

£ i : - norms  and

function of

interngadas - | Lions, their
ra-la"% each o B and their
relation

- po |

with" Sta individusls
i rien.

ba Mwa

usaha

batwa dibicara
kan atal perlalu  sedikit

vang dapat o il ungkin ity pulalah .

S menjadi “salah satu alasan mengapa Starke,

Bowett maupun  Tunkin dalam buku mereka
masing-masing tidak meEngemukakan sesuaty
batasan tentang  Hukum Organisasi Inter—

Nasional .
Dasar Hukum Organisasi Internasional.
Berdasarkan praktek yang dilakukan

oleh organisasi internasional Syabmin Ak,
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( 1988 ': 43 -~ 46 ), mengemukakan  empat
pengertian Dasar (Sumber) hukum organisasi
internasional sebagai berikut s

1. Kenyataan historis, kebiasaan—kebiasaanp

yang sudah lama dilakukan, persetujuan

atau parjianjian Fesmi ;| yang dapat

- Rl r'nasionﬁ
D el

gnMataan Historis

organisasi

"Kon

1944

tan dalam merampungkan rancan-—

gan Fiagam j
- Konperensi  Yalta 1945 yang
BECAA khusus mengusutlkan
adanya badan di dalam PRBE yang
bartangaung d&wan meﬁgenaiw
keamanan nasional para angoota.
kebiasaan vang sudaly lama

il akuloan
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contoh : - Masa Jabatan Sekretaris
Jdenderal FER
— Kebangsaan dari Sskjen PRB
1 _ bukan dari kelima negara
anggota tetap Dewan Keamanan.
= FPersetujuan atau perijaniian

contoh

5SS yang  di
Sos Cangani larftara FBR dan

M[ntah Aldedika Srikat

vang antara

#E=irabh Markas

rMvensi Wira

bungan diplomatik

Flkum perjaniian.

- Konvensi mengenai privileges
dan immunitas,

“. Instrumen Fokok yang dimiliki Organisasi
Internasional dan memerlukan ratifikasi
dari semua angaatanva.

Contoh & - Piagam ( FBEE, O0AS, OKI )
- Covenant ( LBB )

- Final Act ( Koperensi Keama-—
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nan dan Kerjasama Eropa )
- Pact ( Liga Arab, Warsawa )
- Treaty ( NATO dan SEATO )
- SBtatute ¢ I1AEA dan OFEC )
= Deklarasi’' ( asean )

— Constitute {0 UNMINDO, P A0

ngenag Meturan  tata

2l i b Drgan'sgsi Interna beEserta

ik
GLhD

Y&ang ada B naugannya

Yang ' ada

aturarn—

elaborsi

pokok
memer lukan

anggota.
4. tetapkan atau
dipuigskan oleh™Biganisasi internasional
Yang wajib atau harus dilaksanakan, baik
aleh para anggotanya maupun badan—badan
Ya4ng ada di bawah naugannya. Hasil-hasil
itu biasa berbentulk resolusi, keputusan,

deklarasi atay rekomemdagi:

Heﬂamuanya irmi merupalk an dasar Futk um

arganisasi intermnasicnat.

Dasar hukwm organisasi internaainnal




ini menurut hemat pEnulis adalah setiap

kerjiasama internasicanal vang bersifat
global maupun regional -tertentu memair lukan
sekumpulan paraturannperéturan atau kaidah-
kaidah sebagai landasan terbentuknya Sl
tuiuan kerjasama tersebut, Fersetujuan

inilgh uridis ber-

diri suatu o Emllsasi

ifternasional .

Adukum vang Eimaksud s2@adal  landasan

Rtk u irternasional perlu  Atdu tidaknya

barisi Ty 1T . - =S@Ma yang diper-—
gunakan ole anggota organisa-
=51 yaggrberaang&g Dokumer ini biasanya
diberi nama fAgreement, - Charter, Constitu-
tioriy Declaration, Exchange of note, General

Act, Frotocol, Resolution dan lain—-lain.

a
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EAB 3

ORBANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI

SUBYEK HUkuM INTERNASIONAL

Dari bak terdahuly telah diuraikan bahws terdapat

[}
korelasi Yang erat antara  Hukum In{ernasinnal dan
Organisasi Internasiunal. Urganisasi Internasinnal ter—

nyata masuk dalam rumusan b ternasional.

Dalam pada ditiey Mandalangi

( 1988 ; 11 - Organisagi—

Organisasi Inteirna nal dewasa ini tidak Tya melintasi

batas—batas negar =5 lapangan
kegiatan di berH
berperan il S R =8 ftions )
clar sekaligus
tutions) dalg 2] e : s2tiap saat
barada dan beropras
Negara-negara anggota, hubungan dengan
Futk un nasional Nagara-neqgara =Jetea Dalam kaitan ipd
Muncullah  apa Yang disehyt masalakh kepribadian hukuwm ¢
legal Personality ) dari Drganisagi—mrganisasi Interna-
sional dan saejumlah pernyataan—parnyataan Yang menyertai-—
Nya seperti - apakakh organisasi internasinnal Fanya
mairupalkan Subyelk Mukum, baik menurut  hukum nasionsl]
maunpan  hukoam internasional sitaukal OFganisasi  interpna-

sional  hanva Merupakan subyek hukum nasionat dan tidak

sebagai subyek hukum internasional tarn sebaliknya, dan




-
atau apakah Crganisasi internasional memiliki kepriba—

diaan Bukum internasional | international legal
personality), sskaligus memiliki  kepribadian Mk um
nasional ( national or municiple legal perscnality ).
i, kedudukan Hukum Organisasi Internasional

Istilah kedudukan Pukum  mengandung pEngertian

" Kema.puan Huk KEmampuan

untuk bergerak [ Lemampuan

untuk memberi d penerima {(to give and ko take ),

menjual  dan  meinh UNI"JE RS lain—lain

sebagainya, sin Yﬂ.nﬂm— — L dan

kewajiban { + e
reduduk ag ‘ asidonal

O diberikan
oleh konstitusi. Dar i vang harus
dijalankannva atau wndak dicapai
melalud fﬁngqimfungsi kg AL pula pada kekuasaan
“yang  diberikan kEpadanya sebagaimana tercantum dalam
konstitusinya atau PeErianiian yang melahirkan Drganisasi
tersebut,
Dalam kaitan dengan kedudukan hukum organisasi
interqasional ini, perlu dikemukakan apa dan siapa subyek
hukum  itu, Dari pelajaran Ilmu Hukum, diketahui bahwa

pertanyaan apakah subyek hukum itu, dijawab subyek  hukum

adalah segala sesuatu vyang dapat menjadi pendukung hak
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dan kewajiban. Setelah diketahui apakah subyek hukum e
Subyek hukum ity adalah s
( 1) Manusia individu, orang PEFrorangsan, pribadi atau

pribadi alami ;

( 2 ) Semus yang oleh dan di dalam hukum disamakan dengan

orang  atau pribadi, yaitu pribadi hukum, seperti

FT. Yavasan dan badan  hukum léinnya, termasuk

organisasi At nasional

ML Ay

St

nasional

1
sabagai subyei i : ] LimLLm

subyelk

hukum nasional - hukum  di

tingkat nasional beberapa

anggapan ini, beberapa al Darikut ini :

Bahwa dalam paﬁal' 1 “Lagam |LLBR ( Sumaryo

Surymkusumn, 1990 2 8112 9 ditentukan sebagai berikub

=

Thes league which pOSsEs international
personality and legal Capacilty, can not in
principle according - to the rules of interna-
tional law, be sued befor suros court without
EXpress consent ".

{Yang mempunyai  personalitas internasional dan

Fenampuan nubum, tidalk dapat pada prinsifnya,
sEsual  dengan Reraturan Hukum Internasional,
dituntut di muka pengadilan-pengadilan tanpa

Persetujuan secara tegas 3.
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Kepribadian hukum seperti tersebut di atas, adalah
Perlu  untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi
LEBE sebagai badan hukum. Misalnya dengan mengadakan
perjanjian—perjanjian peEmerintah Swisg, menerima dan
Menanda tangani harta milik, memperoleh dana-dani dan

sebagainya.

Dalam Piagan FBE tidak disebuthkan Setara tegas

1

[}

tentang personal 1989{= o A

mengatakan  bahwa gLt ketentuan

yang jelas ( wk L &0 ihukum £

para PErancangny

ﬁi ;terdapat
SeCara implisity aﬂém pasal
104 Piagam PRE
4 Drgan; 1 i 5 masing-

masir N = an Evahn  di

i ~tugas dan

Dari pasal £ Fareira
Mandalangi, 1986 & i4 Vg Wa walaupun Fiagam
FEB tidak secara tegas mengatﬁr soal kedudukan organisasi
.infernasional s@laku subyek Hukum Nasional, namun dalam
pasal 104 Piagam FER, telah meEnunjuk dengan Jjelas adanvea
kepribadian hukuwn <% i 9 sekurang-kurangnya dalam lapangan
Hukum Nasional . Maka penegasan pasal 104 Piagam PBER
te?sebut tidak lain berarti, bahwa FRR sebagai organisasi
internasional dengan  demikian meEnikmati kepribadian

hukum,  menurut Hukom Nasional di Wilayah setiap negara-

negara angootanva. FRE dengan demikian dan meEmanc menurut
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1
i

kenyataannya dapat mempunyai hak milik, maEngadakan

kontrak, membuat perjaniian, memiliki hak—-hak istimewa

dan kekebalan serta dépat maelakukan acara hukum.
Berdasarkan Uraian di afas dhpatlah dimengerti

peEnerimaan * Convention an the . prlvileges and  immunities

of the United Nations ", nleh Majelis Umum PREER pada

tanggal 13 Februa g

dinyatakan bahwa § Q
Ny

Nsi tersebut

" The Unifed Nations sould Posgelds  Juridicsl
pPeErsonal and have the prﬂlli qo contract,
to acquide koo 41”--— Tt = jland  movable
propairty, cesdings ",

Beberape (& L i} ) ac) ' 104

Fiagam PER terssbul alnya dalam

konstitusi 1LQ pasal kum  organisasi

internasional ( J. Parel S snai, 1986 1 15 ),

“

sebagal berikut
" The Internasional labour Oraganization shall
Possess  full juridica 1 Personality anmd in par-—

ticular the capacity 3

(a) to contract H
() +to acguire and dispose of immovable and

movable property 3 .
{€) %o institute le=gal pProceedings.,
Ketentuar Yang serupa juga dapat diiumpai clalam

pasal XV (1) konstitusi Fal, dalam pasal v (1) Articles

of Agreseman I, Ketentuanhketentuan konstitusional Tt g
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1

tidak mendapatkan dokitrin yang koheren teqtang cara-cara
bagaimana kepribadian serupa itu dapat diakui. Umpamanya
pasal 47 International Civil Aviation Convention 19244

yang mengatur kepribadian hukum ICAD, (J.G. Starke, 1989
;|
t 296 ) sebagai bherikut i

A

LH

OUrganisasi itu akan menikmati di wilayah setiap
negara anggotanya kapasitas hukum seperti  itu
bila diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fung-
sinva. Kegpri 1 : ' @nuhnya . akan
diberikan ituki dan hukum
naegara ya

ird tmmpﬂfnya mambe

memberikan atau tid

Fumusan ikan negara-

nagaira  bebas  unt rl )l mamberikan

irivilese kepriba sidnal meraka
p -

mengizinkan demi VaIg
sama dalam keb

al lainnya mg * , enuhnya

untuk mengakui kep

3.1.2. Kedudukan Orga k= Reefrii=s

Subyek Hukum Int
T

Yang merupakan suby&k dari Suztu sistim hukum pada

hakekatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip
hadkum Vang diakui dan mempunyai Lapasitas urtuk
melaksanakan prinsip hukum tersebut. Dan subyek hukum
internasional dapat berarti :
1. Setiap pemegang hak dan kewajiban menurut hukum
internasional.

2. Setiap pemegang hak-hak istimewa, proseduril




untuk mengadakan tuntutan didepan Mahkamah

internasional .

3. Pemilik kepentingan yvang diatur cleh  hukum
internasional.

Senada dengan hal itu, Muchtar kusumaatmadijia,

(1982 : 91) mengatakan bahwa dalam arti yang sabanarnya

subyek  hukum internasional adalah pEmegana (segala) hak

dan kewaiiban =)

internasional demklan de—qnﬁ sebut

internasional REnuy

bysk  hukum

shibvek  hukum

Negara marupalan subye hukum inter—

nasional dalam art}

Fada bahwa
organisasi yanig
esat terutams al  ipi
P

manunjukkan organisasi

internasional gfional tidak
usah diragukan lagdi. Akan oleh  Much-
tar Kusumaatmadja {1982 organisasi interna-—
sional seperti Ferserikatan Bangsa-bangsa | #By 7 dan
organisasi RBuruh Internasional ( ILO ) mempunyai hak—hak
dan kewajiban—-kewajiban ditetapkan dalam konvensi-

konvensi internasional Yang merupakan ssmacam Anagaran

Dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebanarnya sudah
dapat dikaltakean bahwa FBE dan organisasi  senacamnya

mErupakan  subyek hukum internasional , setidak-~tidaknya

menurut  hukum  internesional khususnys  vang bersumber
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konvensi-konvensi internasional tadi. .

Syahmin Ak, ( 1986 : 17 ), m=ngatakan bahwa pada
mulanya telah dipsrsoalkan mengenai apakah organisasi
internasional sebagai subyek hukum atau bukan. dalam
sejarah dikenal adanya berbagai tuntutan terhadap stgtus

hukum darl berbagal organisasi internasional, misalnya

Internasional Commission for the Cape Spartel Ligh#huuse,

Reparation Commis n flr the

Danube, atas na =i t?rsebut

maempunyal kekebalah Hiplomatik tertentu.

1
I

= O, manya-

J. Pareira

takan bahwa %Erjadi
‘pPeristiwa ata
Swedia), basog
1948 di Yerus
sebagai MedialLor PH kasus ini,
Majelis FBE berdasari™ ) yang dite-
tapkan dalam sidang Fleno tanggal 13 Desember
1948, telan memohon pendapat nukwn | advisory opinion )
dari Mahkamah Internasional ( Internasional Court of
Justice ), tentang apakah PBB mempunyai kemampuan hukum (
legal capacity ) untuk mengajukan claim ganti rugi terha-—
dap " Pemerintah " Israel, sekaligus Israel ketika itu
belum menjadi  anggota PEB, bahkan menjadi NEegara pun

belum. Sementara untuk menerapkan pasal 104 Piagam FBEE

yang telah diurailban sebelumnya, masih diselimuti ketidak




Train 4 - . o h
n i ) b " R i | [ — b

iy
bk

pastian, karesna pasal ini tidak dengan tegas mengatur
ketentuan tentang kepribadian hukum internasional dari
FBB. Demikian juga tidak secara eksplisit menyatakan,
hahwa FER adalah suatu subyek hukum inﬂernasiunal yang
memiliki kemampuan untuk mengajuggn tuntutgﬁ internasion-

al demi pembayaran gantu L 5 {10

Terhadap tersebut,

Mahkamah Internasibrl telahﬁ suatu
L

tanggal 11 April 1p4%: berjudul " Reparati

isory pada

For injuries

of _ti i Mo igns " mtau

sutffered in +the Befvice

" Reparation caqe

Dalam nmmherlb.

<)

Manguii kedudM (interna-—
sional dan m ; i uchtar
Kusumaatmadia, 1987

" In the opin ' Ka) fanization was
intended to e : and is in fact
exercesing 1 arnd right
which can only be 1 the basis of
alarge measure af international cPlane. ...
Accordingly, the Court has come to the conclu-—
tion that the organization is an international
person. That is nob the same thing as saying
that it is a State. Still lsss is it the same
thing as saying that it is "a super—-sState",
Whatever that expression may mean. It does not
even imply that all its rights and duties s b
e  upon the international plane, any more +than
all ths rights and duties of a State must be
upan that plane. What it does mean is that it is
a2 subiect of international 1aw and capable of
possessing  international riaohts and duties, and
that it has capacity to maintain its right by

nn

bringing international claims ...... s

(Mahkamah berpendapat, organisasi #BE dimaksuwdlan
untuk menvatakan dan meaiyLlimat i Fewaliban—kewsaii—




{ J.6.

untuk

wakil-wakilny

hukum internasional )

Rk um

negara-negara bukan anggota.

telah d

33

bBan dan hanya dapat diterangkan atas dasar
pemilikan  suatu kepribadian internasional vang
berukuran besar dan kemampuan beroprasi pada
tingkat internasional sewenw  DeEngan demikian
Mahkamat berkesimpulan bahwa organisasi FEE
adalah suatu pribadi internasional. Hal itu
tidak sama dengan mengatakan bahwa ia adalah
suatu negara, hal mana pasti tidaklah demikian,
atau bahwa kepribadian hukum, hak-hak dan kewaji-—
ban—kewajlhannya adalah sama seperti yang dimi-
liki suatu negara. Hahkan makin tidak sama halnya
dengan mengatakan ia adalah ‘“suatu negara",
APApUn juga dlartlkan dengan istilah itu tidak
juga berg 9 I : kewajiban
harus berd agak iebih
dari semus Aiiban suatu
negara h - Apa vyang
diartikan ngan itu dia byek  hukum
internasio i kemampuan
mangajukan

adalah
dan mahwa 1a mempm

menuntu YT : Hiderita

atu pribadi
subvelk

internasional hubungan

Atas dasar pandangan dan ketentuan konvensi yang

itentukan di atas, maka.telah diketahui bahwa baik

FEE  maupun organisasi internasional lainnya, merupalkan

subyelk

Rk um

hukum  internasional lainnya, merupakan subyealk

internasional yang mana kedudukannya tidak dapat

digangau gugat lagi. Organisasi internasional sebagai

pribacdi

disinglk

hukum  ( an international legal person ), atau

at pribadi internasional (international person),



'

- ., ' 3 3 . ~ 0 - 3 . .
berarti bahwa 'organisasi internasional memilifki sejumlah

hak—hak dan kewajiban menurut bk um internasional dengan

demikian

ia mempunyai  kekuatan bertindak dibidang

internasinnal.

p

JF.2. Fungsi Hubkum OpF énisasi Internasional

it 1

Pada Prinsipnya kedudukan dan  fungsi organisasi

internasi

berbicara tentan

seperti

mangutara

avisory 0

20 ) seba

Jad
organisas

Eonstitus

onal t Brat, sebah

nisasi bnternasional

telah - di atas,  tida lain adalah

kan  ten kedudakan hukumnya v Gt L Len tang

Pt umn yg ! maupun di

internly ‘ 3 : g Phukum

L ankan,

& Hal
dikatakan e *rggsional dalam
pinion-nya 1949 7 andalangi, 1984 =
gai _@erikut L '

Whereas a State Fossesses the totality of

internasional rights and duties Ficanizes py
international law, the rights and duties of an
entity such as specified imfilied in its con-
stituent documents and developed in
practise. .,...".

i dengan kata lain, fungsi-fungsi Organisasi-—
i internasional adalah Tungsi-fungsi legal atau

ional yang memberi landasan kepada orgarnisasi

internasional Yyang hersangkutan kedudukan sebagai legal




el
Ln

Person, baik dalam lapangan hukum intenxnasional Matipun

Hukum Nasional.

Disamping itu  Syahmin Ay ( 1986 : g7 ¥ u

menyatakan bahwa hal tersebut di atas, mempunyai  kaitan

erat dengan fungsi, Crganisasi intarnasional, tuiuan
organisasi internasional. Antara fungsi dan tuivan
sebenarnya mempunyai | perbedsaan. Karena dalam hal

"Fungsi", lebih md A0 unsur alat

atau acara—acara

23 mencéﬁuan s S

" tujuan v
adalah unsur oDyl itu berbeda
hakekatnya, namur sehingga
tidak mungkin i AT : meEncapai
tujuan  maka | 2 e i BErperan.
Tanpa fungsi
aparat maka t

Selanjutnya Vi = : bahwa  fungsi
dan tujuan orgarisasi umumnya dican-—
tumkan dalam piagam pemben ! hal ini dimaksudkan
Quina ‘mempertegas serta menjelaskan keinginan maupLn
tujuan para anggota pendiri organisasi tetsebut. Dan
memperteg#s maksud mereka mendirikan persekutuan interna—
sional vang demikian itu. Fungsi itu sendiri terbagi
dalam dua kategori yaitu Fungsi Esensial dan fungsi
Ideal. Fungsi Esensial hukum internasicmal ialah menye-—

lenggarakan Jaringan kerangka umum, dalam hal mana hubun-

gan internasional dapat dilakukan dengan cara seksama.
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¥

Sesuai &engan pendapat Starke Yyang mengatakan bahws
Poamws %o provide the legal frame work with in  which

internaticnal relations can be orderly conducted *

Fungsi  ideal adalah menyempurnalkan Jdaringan keranghka
1

hukumjitu sedemikian FUupa, sehingga mewuwiudkan kelenghka—

pat Qang- berupa atuwran, kaidah atau M ma yang sslalu

berdasarkan pada asas menghormati s

fungsi
egori, yaitu

lembagamlembaga inte enyelenggarakan

fungsi-fungsi vyang dapat di sebagai eksekutif,
- Tegistatif dan yudikatif. = — — T

Selanjutnya Syahmin Ak, ( 1986 : BR - gg i
menggambarkan tiga fungsi terssehut sebagai berikulb

= dudieial International institution
Kemnungk inan timbulnya Ferselisihan dalaim hubungan
antara negara-nagara sekalipun dalam suasana damai
selalu ada. Unmumnya keadaan ini disebabkan karena

adanya perbedaan pendapat, berkaitan dengan hak




atau kewajiban internasional dari, suatu negara.

Jika timbul perselisihan yang demikian, maka para

pihak dapat membawa PeErscalan mereka ity kepada

lembaga internasional yang mempunyai hak dan
¥

Wawenang menyelesaikan perselisihan vang timbul

‘diantara  para subyek hukum internasional. Ferse—

lisihan ini akan diselesaikan dengan jalan damai.

peneng ahﬁtra tor)

FeErnasional ini ialah

- Geneva Boe U \l“i i"v E R 5 I TAS

Dy samping

ifi di minta

sebagai pil Borntoh Lemba-

ga Yuridis B

L.embags - i} . = ar peEmbentuk

hukum, teryl ternational.

Hasil keputusa trieties atau

kenvensi, akan berl Hagai peraturan hukum

internasional. Sebagai contoh dapat disebut disini
'

ialah The Asian African lL.Legal Consultative

Committes.

= Administrative International Institution

l.embaga ini terdiri atas gabungan beberapa
penerintabh  antar negaradal am  wadak trganisasi
internasional . Meskipun tergabung dalam suatu

organisasi, tetapi kedaulatan masing-masing negara




tidak terlepas, walaupun salah satu fungsinya

telah diserahkan dan dilaksanakan olesh organisasi
vang bersanghkutan. Lazimnya lembaga ini bergarak
dalam bidang menbina keriasama yvang lebih erat di
antara negara anggotanya. BSebagai contoh dari
lembaga ini adalah =

- International Telegraphic Union ( fTU_)

- Universallr
- Radio Tel
= dan lain~-

Fada umumnyga U N iVE R HTAS iflernasional

mempunyai fungs;

fungsi
Esensialnya z | : h;ykaréna
tujuan  setiap 1 : ' fLErnas
sional mampurys pardamaian
dan keamanan interny kama Juan
masyarakat interpasiona® ) i P vang lebihn
baik dalam suasana kemerdekaa reiebasan yvang hakiki,
menghilangkan penindasan terhadap manusia,serta renegak-—
kan hak-hak asasi manusia. Hal ini jelas bila diambil
contoh tujiuvan Organisasi internasional Universal FPHEE yang

tercantum dalanm pasal 1 Fiagam PERE, sebagaimana dinyata-—

kan balwa :,.1s1l

"Tujvan PEB adalah s

1} Memelihara perdamaian dan keamanan  interna-—
sional dan untuk tujuan ituw i mengadakan  tinda
kan—~tindakan bersama warg tepat n bl

=1
4

o [l
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perdamaian, dan mEniadakan tindakan-tindakan
penyerangan atau tindakan lainnya yang meng-—
ganggu perdamaian, dan akan menyelesaikan
dengan jalan damai, dan sesuai dengan asas
keadilan dan Hukum Internasinnal,mengatur atau
maEnyelesaikan pertikaian-pertikaian interna—
sional atau keadaan—keadaan vang dapat meng-
danggu perdamaian dunia.

2) Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa

berdasarkan penghargaan atas asas—asas hak dan

hal bangsa-bangza untuk menentukan nasib  sen

giri, dan mengambil tindakan—cindalkan lain yvang

tepat untuk mempartegas perdamaian dunia.

3) Mewuiudk &I ABa intarns dilapangan

Ekonomi, i: ; 3 — ng  barsifat
kemanus il a , a & enganjuirkan
adanya har-gaa'nﬁ : manusia dan
kebehasa asar bagi Umat manusis: membe—

Fa, Jenis, bahasa maLp fgama, dan

4) Meniadi usat  |bagi meny=lar 2=l segala
tindakan \f maEncapai
tuiuan—t ﬁg! A fi

Syahmin tujuan

organisasi dalam
kenyataannya t  kita

lihat perincian da

atau region tertentu. Seblag T 0 dan SEATO.
Dﬁlam hubungan denqan_p_ragraf ini, pesrily pula
dikemukakan pandangan J.6. Starke bahwa lembaga interna-—
sional dirumuskan berdasarkan atas fungsi-fungsi can
tanggung jawab hukumnya., Masing—-masing lembaga memiliki
lapangan kerja yang terbatas. FKonstitusi badan—badan
seperti ddu biasanya menyatakan tujuan~tujyannya, obyealk
serta kekuasaan—tujuannya, obyek serta kekuasaan itu
menurut starke, (1989:291) ada tiga hal vang harus diper—

hatikan yvakni
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1) Fungsi Lembaga-lembaga internasiocnal tertentu

2)

diarahkan terutama uﬁtuk mengilhami kerjasama
antara negéra~negara, yakni yang disebut akti-
vitas—aktivitas "Frofesional", dan hanya pada
ftingkat kKedua untuk melakesanakarn secara lang-
”sﬁng suafu kaewajiban penting, yakni yang dise—

but akti

1", FRO dan

VEMT ih bersifat

WHD  ad 3 %
"profesionkl” dar s ‘operasi

L p

Al".

Bahkan Al am senil "operasional’

rereka pun,

Lembaga—i b kuasa  hanya

ternasional
internasional,

dalam arti baFhe » o San organik akhip-

My a bergantung

bepad: keputusan mayoritas

negara-negara anggota yvaitu persetujiuan

diantara para panguasa.

3.3. Hak-hak Istimewa dan kekebalan organisas

internasiona

Suatu hal yang berkaitan erat dengan personalitas

hukum bagi organisasi internasional adalah hanva hak—-hak

istimewa

dan  kekebalan bagl organisasi internasional




41

tersebut. Hak-hak dan kekebalan dapat diklasifikasikan
kepada pejabat Grganisasi. Organisasi mempunyai hartsa
kekayaan vang dimiliki oleh organisasi internasional
tersebut seperti Bangunan markas dan sebagainya. Sebagai-
mana vang dikatakan oleh Jahn Wood dan Serres dalam

bukunya "Diplomatic and Fractices" antara lain =
5 ke Ehes pr1v11 2ges and  immunities recognised
for the : i d its staff
on  teri Lase ——fha privileges
which the the deledations sent
te the as 1oy, thefdnantial  and
customs 1 llltles whiCch will be ted to the
centratl

Secare khughs

dan kekebalan rl, lebih

lanjut dijelac
" Fhe ; ational

speci ha 8 of : attache-
dence to i ' agents
must be 'ab inde-
pendence if continuous
afective fu L 1% . Brganization +i
which theay be

J.G. Starke, )y menyatakan jelaslah
bahwa untuk bisa beroprasi secara efektif dan sebagaimana
mestinya dalam pelaksanaan fungsiwfungsi‘mereka, lembaga-—
lembaga internasional memerlukan privilese dan imunitas
tertentu disetiap negara di mana merelka bertempat secara
tetap atau untuk sementara. Para pejabat dan karyvawan
lembaga-lembaga ini pun membutuhkan privileses YAaNGg  sama,

karena diperlukan dalam pelaksanaan kewaijiban—kewsjiban

mereka. Lebih jelas dikatakan Starke, ( 1989 : 311 i e




43

sebagai berikut -

" Pada umumnys, tujuan dan pember ian pPrivilese
dan  imunitas kepada lembaga—lembaqa interna

sional  bukan imunitas kepada lembaga—lembaga
intermasional bukanlah untuk fiemberikan status

istimewa berupa hak @kstra—teritarial, melainkan

urtuk mémungkinkan fungsi-fungsi meieka socarg

4 bebas, netral dan efisien ",
Demikian Juga halnya dengan Ian Brownlie,( 1979

682 ),

" In orde
Organizai

functl Ctively
require a“certain midi

nternational
im of pres—

domang 1" Securitys/f0Fr their Eets, hede-
quartes, orderectahilichmant pn for their
personal State
accredite with
privil of the
territa are
provi 518 of
Lrraath\g

Femberia ] e : i 12 Ersebut

bagi organisasi
; artinya, mEngingat

meliputi banyalk negara,

ada di dalam erganisasi internasyonal.

panting
luas dan

adan—badan yang

Jauh mengenai pentinanya hak-hak istimewa dan

kekebalan Dirganisasi, Fiagam FBE, ( 1982 3 ag ) talam

rasal  LO0S menyatakan bahwa

« "1) Organisasi HEd cal am wilavyak angootanya
masing-masing akan memperacleh hak-hak istimewa
dan kekebalan yarnqg diperlukan untuk PeErwLL] uddan

tujuan*tujuanﬁya.

2) Wakil-wakil dari D& anggota-anggota Perseri-
katan Bangsa-bangsa dan peiabat arganisasi ini
akan memperoleh hak-hak istimewa dap kekebalan
Yang sama yang diperlukan untuk pslaksanaan
tugas—tugaanya secara bebas yang bartalian



dengan organisasi ini.
3) Madjelis umum dapat mengajukan anjuran—anjuran
dengan maksud wntuk meEna tapkan parincian-—

perincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari pasal
dapat mengusulkan Fersetujuan-perse-—

tjuan kepada anygota—anggota Ferserikatan

Hangsa-bangsa untuk maksud tertentu .,

iri atau

J.6. Starke, ( 1989 : 309 Yy mengatakan bahwa

sebagai reaksi pasal tersebut di atas, maka pada bulan

i

Februari 1946, HMaselis Umum BFEB menyetujui Konvensi

tentang Privile menetaphkan

terutama hal-hal

VEOAL  DE T

"1) Iemuni

- kecusl

harta dan asst FEB da proses hukum
] .

& '
SsLatld 0

2) Lempat U N i‘

Gligiat

k. diganggu

=) dan besa
4 dalam
&) terhadap

dapat

registrasi

2gara-negara

anagots snpaErensil-korn-

Rerensi

&) privilese pr-peiabat tinggi

tertento FBRE, : FLus duta diplomatik

untuk Sekretaris Segcas® dan Asisten Sekreta«-

Fis Jenderal, dan immunitas khusus bagi peia-

3 L bat-paejabat lain, misalnya dari proses hukum

untuk pembuatan-pembuatan vyang dilakukan atau

kata—kata diucapkan dalam tugas—tugas resmi

‘ meraka, dari kewaiiban pajakdan dari kewaii-
ban—kewajiban dinas nasional 3

‘ 7) Suatu laisser-passer atau dokumen perjialanan

khusus untuk pejabat PER ".

Damikian jusa cagi  (LO  hak-hak istimewa dan
kekebal an it diakui adarnys sebagaimana dinyataka

dalam pasal 40 konstitusi TL, wvaitu s

" The  international labowr organization shall
Bnjoy in the kerritorv of each of its mEmbers

H




Sekretariat ASEAN

dalam hubung
Sekretariat di Jak
20 Januwari 1979 dan i

A. Hak—hak Istimewa dan

44

such privilege and immunities as are necessary
for the fulfilment or its purposes :.
(organisasi buru internasional akan menikmati
hak—hak istimewa dan kekebalan di dalam wilavah
anggotanya masing-masing demi untuk pelaksanaan
tugas—-tugasnya) .

ASEAN sebagai organisasi internasional, juga

memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Hal

ini dinyatakan dalam pasal X1 persetujuan pembentukan

Y The host
Secretar

etariat, the
the privi-

urntiry sh : :
Jenaral an 1
mmunities %8 may be ne

leges gsary for the
performa of their dutie and fufcfion ".
{Negara fon rumah hbp;d: Bmlrat at Jenderal
dan staf —hak istime-
Wa Tungsi
dan tu
Atas Aiadakan
parsstujuan an tan ASEAN

2lhabalan
pada tanggal

tara lain @

ekretariat Jenderal

dan Staf Sekretariat.

Fejabat-pejabat diplomatik yvang bekerja padda

Sekretariat ASEAN adalah terdiri dari warganegara dari

negara—negara anggota ASEAN  dan ditunjuk oleh
pemerintah masing—masing . Selama bekeria cli
Sekretariat ASEAN, tugas mereka adalah mengamankan
kepentiﬁgan ASEAN dan mereka bertanggung jawab kepada

Sekretariat Jenderal ASEAN bagi kepala Sekretariat.

e
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Malka tidak ﬁibenarkan tanda kehormatan atau tanda jasa
ataupun  hadiabh dari badan—-badan ini di luar ASEAN ,
tanpa sepengetahuan Sekretariat Jenderal . Tetapi

mereka dapat menerima penghargaan dari pemerintah
1

mereka mgsiHQMmasing selama bekerja pada Sekretariat.

ASELN denéan sepengetabuan Sekretariat Jenderal.

Penguasaan  mereka pada Sekretariat ASEAN

Yanag l:)er‘ﬁw;an men

jabatan. Mereoh dapat disgbuyt

berdasarkan

3t  penganka-—

tan), dan pejat f2kan  sumpah

sebags Home-hased

staff. Merela kekebalan

sebagai te . i Hak—-hak

istimewa d; i ha £ ! maliputi i

1) Sskretariat Ariat  ABEAN,

a4pa  pun  ksbangh perlakuan

istimews di Publ ik Indonssia,

- dinvatakannya - - .

2. Kekebalan terhadap proses hukum dalam segala
tindakannya, teramasuk perkataan, tulisan, vang
dilakukan oleh mereka dalam hal kedinasan dan
dalam melaksanakan tugas—-tugasnva 3

b. Kekebalan terhadap penvitaan begasi.

2) Sekretariat Jenderal dan stat saekretariat ASEAN ,

yang bukan Warganegara Indonesia, di Indonesia akan




diberikan hak-hak istimewsa dan kekebzlan sebagai

berikut =

&

Fembebasan dari pajak gaii dan  tunjangan Yang
diterima dari sekretariat ASEAN g

Kekebalan bagi suami dan isterinva dan anggota
keluarganya yang menjadi tanggunao Jdawabnyva dari

pembetasan imigrasi dan pendat taran orang Asing ;

Akarn menda wa sebagai-—

mana dibe diplomatik
lainnya.

Akan dapa pudah  dalam

hal peng tu Krisis

Ak an ) u : ﬂ‘i, ' 3 penaban
Akan kebal ter| fasi pribadi j
Babas untuk memper Indonesia atau
dimana s2aja, keamanan bagi orang asing dan ke-—
kayaan yang bergerak maupun tidak bergerak lain-—
nya ada  pada akhit tugas, hak untuk mengamnbil
tabungan dalam nilai tukar asing dari Indonesia
tanpa pembatasan—-pembatasa 3

Berhalk untuk melakukan informasi atas barang,

bebas dari bea cukai dan pungutan-pungutan,

larangan serta pembatasan—-penbatasan impor untuk



3) a.

)}

4}

& .
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barand—barang rumah tangga dan lain-lainnya dalam
waktu & bulan pertama sejak.menduduki posnya di
Indonesia, hal yang sama juga akan dikenakan
dalam hal impor, pengiriman penggantian mobil
seperti y;;g.dilakukan oleh para anggota missi

diplomatik lainnya.

Sekretaris Jeqderal akan diplomatik vang layak

dan akaf inewa serta

kekehalan Repala missi

diplomatil

Tempat ke dan staf

Sekreta ‘lian dan
peErl i kantor
sakret

Denga dan

kekebalariny staf

sekretariat negara-negara
ancggota ASEAN MErC diri daei Campur
tangan  dalam urtisan—urdsan dalam negeri negara-
negara anggota ASEAN

Hak—hak istimewa dan kekebalan ini adalah

diberikan untuk ke;entingan sekretariat bukan
unkik kepentingan pribadi mereka (Sekretariat
Jenderal dan staf sekiretariat ASESN) .

Sekretariat Jenderal barhak dan herkewaiiban

untuk melepaskan kekebalan yvang dimiliki aleh
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staf sekretariat, apabila ucapan d?n tindakannya
Yang kebal G 2 akan  merintangi Mahkamah
Fengadilan dan dapat dicabut tanpa menganggap
untuk kepentingan sekretariat j

Sekretaris Jenderal akan mengambil tindakan lebih
dahulu, untuk menetapkan bahwa tidak ada pelang—

garan terhadap hak-hak istimewa- . dan kekebalan

diperlu @ber‘man TE

serta orang-aorang yvang

pEngaturan

sebagaiman L bagi staf

m=laksanakan

sekhretaria

Lugas—tugas

Sekretart

Lercantum dalai

Femerintah Indonesia pertimbangkan bahwa

apabila suatu pelanggalan terjadiy Sekratorsis

Jenderal alan timinta berkonsultasi
dangan Departemen Luar Negeri Indonesia j

Departemen Luar Negeri Indonesia, akan memberikan
kepada sekretariz Jenderal dan staf sekretariat

kartu identitas.

i
S| 1



B. Kekebalan dalam Mengadakan Komunikasi.
______________*____Q__________________

1) Sekretariat ASEAN akan perlakuan vang baik
kepentingan hubungan para stafnya, seperti

diberikan oleh pemerintah Indonesia kepads
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untuk

yang

missi

diplomatik asing dan Pegawai-pegawai perwakilan

Organisasi internasional di INdonesia j

'

2) Bebas sensor%juga akan diberikan untuk kepentingan

Surat-meny
dan bentuk ilakukan

sekretaris

2} Femerintah U N I VE Rg ITAS arn  mamberi- .

kan kep ag
un tuk
teleks‘f
4) Sekret
mengirimkan
apakah melalui

atau dimasukkan ke O

tas diplomatik.

R
—r

Kapan saja bila dianggap perlu dan penting

kekebalan  dan hak-hak istimewa seperti kwrir

sekretariat

aleh

feng cukup

dan

untuk

resmi,

at, PeEnghubung

Yang juga mempunyai

dan

atas

Persetujuan dari penerintah Indonesia, sekretariat

ASEAN Juga akan diberikan hak untuk  meEnggunakan

sialran radio e Lalud aelombang pendek dalam

mene-—

rima  dan meENgirim  informasi  atay PEsSan—pesan

lainnya, termasuk hubungan darurat,




1) Halaman kantor sekretariat adsalah tidak dapat
dilanggar kekebalannya dan berada dibawa FeEngawa-
san dan wewanang sekretaris Jenderal :

2) Arsip-arsip vang dimiliki atau yang ada di dalam
kantor sekretariat adalah kebal dan tak dapat
dilanggar oleh siapapun i

) pemsrintah,

polisi tidak
dapat memagu eguali dengan
izin sekrefa

4)  Meskipuyn s =L : ‘ Emgelretariat
MEM L iploma-
i B gizinkan
halamag . Y5l L Shagai tempat
pelarian back ‘. Sy a1z . aff menghindari
peraturan Indo : Y, lain vang
bertentangan dengan ~retariat sebagaimana

~ tercantum dalam parsetujuan pembentukannya.

Yang dimaksud dengan halaman kantor éakratariat
adalah bangunan-bangunan atau bagian—-bagian bangunan dan
tanahnya, dengan tidak memandang siapa pemiliknya.

20

C. Keksbalan Halaman Kantor dan Arsig-ﬁrsig Sekretariat.

Halaman kantor sekretariat juga tidak dapat digunakan

sebaga

i tempat pelarian atau perlindungan bagi peniahat.

Maksudnya babhwa meskipun para penjahat tersebut melarikan

diri

kesekretariat ASEAN tetapi sebenarnya peniahat

il



al

tersebut tidap kebal tarhadap Peraturan hukum Indunesia,
yang MEMmpUNyai kekebalan terhadap ik wm adalah
se&retariat ASEAN, karena itu petugas kepolisian atau
Yang  berwenang lainnya tidak dapat menangkapriyva, sebab
tidak dapat Memasuki halaman kantor sekretariat ASEAN
Y &g mempuryeai kekebalan, kecuali mendapat izin  dari

sekretariat Jeﬁderal.

D. Kekebalan de}

n_r AS A s

s napun @an atau

akan kebal terhadap E@nidikan  tep-—

te;l-utu, PEnyiL e UNI‘VERSITAB il dan

1= Kekayaan\d Siapapun  yang

memilikinys

berba—

Lgunakan

2) kKekavaan ters

&. Pajak lang sekretariat
ASEAN  tidak aka ¥aim  pembebasan dari
Paiak-pajak yang  pada kenyataannya, tidak™

lebih dari pada beban yang dikenakan kepada
PEgawai negeri H

5 " Kewajiban*kawajiban biasa dan Femungutan—
Pemungutan lainnva serta dari 1aranganw1arangan
clan pambataaan~pembatasan meangenai impor  dan
ekspor, sesuai dengan peraturan impor atau

ekspor dari sekretariat ASEAN untuk digunakan
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qleh para stafnva, dalam pengertian bahwa
pasal-pasal mengenai impor berbagai penbahasan -
nya tidak akan diserahkan oleh sekretariat
kepada pemerintah Indonesia, kecuali dengan
syarat-svarat vang telah disetujui dengan
pemerintah dan sesuai dengan Peraturan-peratu—

Fan hukum Indonesia i

FKewaiiban 2 d 34 & : gmungutan—ps—
munguta arangan dan
pembata impor clan

’““f"‘“”:""" | NIVEﬁSIT‘AS

e A Y e P P—— sebagai-—

darl dari
pals -araég—
barang hekod it fo yang pemba-—
Yarannya Eunai,

meskipun demikis *tariat ASEAN menda-
patkan = pembelian ur ik kepentingan para
FeQawainya, dari kekayaan atau hartanya, yang
kewaiiban pajaknya telah menjadi tanggungannya,
maka pemerintah Indonesia, kapan saja bila
mungkin membuat suatu pengaturan administratif

vang lavak untuk peEnguIrangan  atau pembelian

Jumlah kewajiban paiaknya 3




Led

€. Tanpa ada hal tersehut untuk mengawasi, mengatur
peErtanggungan keuangannya akan :

1. Bekretariat ASEAN mungkin  menggunakan dana

atau  keuangannya dalam herbagai bentuk dan

melaksandkan perhitungan keuwangan terssbhut 3

B

« Bekretariat ASEAN akan bebas untuk menyverah-

kan dana-dananva ke nedara lain ataw dalam

uangnye ke

sgtempat bagi

se0rang diplomat afal a agnnya adalan

peniting arrinya atau
kelempok d} yang
sangat luds. ASEAN,
pembebasan-—-pem —~tugas

dan fungsi-fungsi se

Dergan demikian pranisasi ihtér—
nasional, maka hak-hak iet ~ekebalan  merupakan
masalah vyang penting dalamn rangka menjialankan fuhgsi~
fungsinya socara efektif. Bahkar menurut John Wood dan
Serres, adanya privileges dan immunities, yang diatur
dalam satu Agrement adalah merupakan indiketor suaty
Brganisasi  internasional disamping indikator lainnya
separ i adanya @ Convention ataun Constitution, the inter—

rnational requlation of direction Grgans, the fimantial

regul ation, the states of statf and quarters agreement.
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KAFPASITAS ORGBANISASI INTERNASIONAL DALAM

MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL

Seperti telah dikemukakan bahwa suatu  organisasi
internaional, dalam ranghka melaksanakan fungsi—fungsinya

harus memiliki hak-hak dan kewajiban—kewajiban, agar

dapat melakukan b

internasional laf Dy ’ Qrganisasi

Y .

internasional ha memiliki ~ kapasita ufidis, yaitu

kewsnangan  atau ampuan melakukan

hukum.  Dalam ke i VERSITAS

bertindalk sebadg ; ia

dhan—-tindakan

meEneganyg  hak-%
internasional .

Juga telah hukum  suatu
Organisasi internasid Nandalangi,
i, 1984 ¢ 23 ). dalam i entukan oleh dan
_tEfgg?tung“qari fungsi hukum serta kekuasaan hukum orga-
nisasi internasional tersebut. Yang dimiliki oleh Orga—
nisasi internasional Yang bersangkutan berdazarkan
konstitusi  internasional Yang bersangkutan berdasarkan
kanstitusiﬁyan Jadi kedudukan Organisasi internasional
ditetapkan dan dibatasi oleh kekuasaan konstitusinys,
Dengan demikian mereka secara dasariah Bangat berbada

dengan negara-negara sebagai subyek hukum internasional.

Misalnya masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan atau

“rsubyelk Mk um.



Yurisdiksi Negara—negara { the Sovereignty or jur@sdic—

tion of state ) tidak mungkin dialami organisasi interna-
sional, atay setidak—tidaknya tidak dapat muncuil dengan
Cara yang sama. Menurut bk wry internasional hampi setiap

kegiatan prima facies (pada dasarnya) berada dalam jang-

kauan kmnstitusi suatu negara : sedanghkan bagi orgariisasji

tidak Qdalam
Rt

4: Prima face berada

internasional ﬁe yaitu bahwa

setiap fungsi VE Uhusan-runusan

Aam rumisan—

tegas konstitusil

Fumusan tegasg Ko s@itusinya, | . r4da di  Juar

konstitus;nya, Mahkamah

InternaEiMnal 294 )

sebagai beriky

" Oleh
kewa i
nasional ,
seperti
tujuan  dan
tapkan dalam

clan
oleh hukum
suatu badan
C Tiuan-
i vang dite-
~0knya dan Yang

Oeh kaﬁena itu tiada badan internasional yang_

dapat secara sah melampaui kekuasaan knnstitusinya.
Misalnya [ SECara konstitusionatl tidak dapat
malaksanakan furgsi Renyelenggaraan perdamaian Dewan
Keamanan FRE, Organisasi internasional vang menjalankan
kekuasaannya Yang menjadi halk organizasi  lain ataupun
menjalankan kEekuasaan Yang malampaui wewsnan organisasi

maka ia telah bertindak Ultra Vires. Misalnya Majelis

Umum  melaklkan tindakan atas das sar kekuasaan seEbenarnya
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-

menurut piagam merupakan WEwenang eksekutif Dewan
Keamanarn, maka tindakan terssbut adalah Ultra Vires. Oleh
karena itu NBgara-negara anggota sama sekali tidak
berkewajiban untuk  memenuhi atau menyumbangkan biaya-
biaya untuk pelaksanaan oprasi  yang demikian. Dalam

hubungan  ini pernah terjadi bahwa dus negara amggota

ﬁ FLrat
S

{ United Nation Egedgency force Jourtulk

Dewan Keamanan vE Et membantah

keabsahan penbentullan E atau  UNEF

[ Tengah oleh

Majelis Unun " Vires. Qleh

karenanya mereka u—mmm---m-»ﬂmuhuum- Embiavaan—

HEEIWA

Ny&a. Fﬁsalah{ﬂ Umuim
kepada Mabkam¥ pendapat
hukumnva dalg United

Nations" (IEJy 1 fhurut piagam

memang memiliki kel s pasukan  yang
demikian, oleh karenanyea a tersebut sebagali
anggota -~ angaota PRE berkewaiiban menvumbanakan
pembiavaannya.

Fengakuan organisasi internasional sebagai subyek

Rk L internasimnal, Pada mulanya menimbulkan pertentan—

gan, para penulis berpendapat bahwa organisasi interna-

sional dapat bertindal sebagai subyek hukum atauw memiliki

PErsonal itas hukum (legal personality), suatu analisa,

mengenai personalitas hukum bagi organisasi internasional,

sangatl penting dalam hubungannya dengan keperluan pembua—




tan—pembuatan peErjanjian. Dalam prakteknya hubungan

internasional, organisasi-organisasi internasional telah
diakui sebagai pihak dalam perundingan—perundingan atau

perjanjian. Bowett, (1992 34), bahwa kewaenangan orga—

. .
f ]

nisasi' internasiconal sebagai pihak dalam perianjian

dengan  nama treaty making Power. Suatu kriteria yana

VAT H&:aﬁ oléh
s

Berilkut

delas tentang per asi interna-

sional, sehagaima Tan  Bownly

(1979 : 479) seha

" The rre i of | ‘&i a2 litl I0f.  organizag

) A per ! s With law

ful .
] >} Die 1 - I ] ; ; and
‘ ] i i its
=) Th .- ! A L Ble an
: ‘ i i more

Kewenangarn—kd berupa haka-

.

hak  ataupun kewajiban Fersonalitas

hukum diatur secara tegas o titusi, kaidah aturan

girfganisasi Yang bersangkutan.

4.1. Prosedur Fembustan Ferjanjiian Internasional.

Wayarg Fartiana, tha? s 128), menyatakan bahwa
perjaniian internasional sebagai salah  satu sumier
hukum internasicnal dewasa ini dan bahkan pada masa vang
alran datang, Memegang peranan yvang semakin penting  di
dalam mengatur Pergaulan internasional antara subyek hukum

internasional dan antara negara-negara pada khususnya.,
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Boer Mauna, (1987 - 87), menyatakan bahwa melalul
perianiian Negara-negara atau subyek hukum internasional
lainnya menggariskan dasar—-dasar kerjasama mereka, menga-

tur DEFMAaC am—mac am kegiatan, menvelesaikan berbagail

i

"masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu éendiri.

Dqlam dunia yang di warnai saling ketergantungan ini

tﬁdak satu regara perijanjian

d%ngan FUEC) &I & =1 e negara pun

yang tidak diatur loflzh per_janJH=“n dalam kefpidupan inter-

haﬁﬁnnal,

;_ Beliat.; Juga UN!“JEESIT,,'S

haLekatnya mer- ‘ [y - 13 - Yang

!
ditttamakan ad

an vang pada

meanam—
pung kehendak hukwm

internasional tertentu.

Fersetujuan bersama S TN = 1 periani ian-

perjanjian itu pulala Tfondamen  Hukum

Internasional dan mengatur kegi®an negara:pegara/?quek
Hukum Internasional di dunia ini. .

Wayan PartiaAa;(l?B?:lEB),mengatakan hahwa kalau
dibandingkan sumhermsumber Huk: L Internasional,perjaniian
internasional lebih menberikan jaminan kepastian hukum
kepada para pihak yang terikat di dalamnya. Sebab dengan
bentuknya yang tertulis di dalamnya.Sebab dengan bentuk-—

ny&a vyang tertulis dimana hak—hak kewajiban—kewaiiban

para pihak secara jelas akan lebih  memudahkan dalam
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pelaksanaannya.

Hukum vang mengatur perjanjian internasional,
telah dikodifikasikan dalam "Vienna Convention on the Law
Treaties", vang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1949
konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980

dan telah merupakan hukum positif.

§aidian ﬁl
o

sadur tertentu yang

takan  bahws

Wayan Farts

proses pembuatan p fengikatnya,

mengikuti suatu

oleh mnasyvarakat ing Naslional pada umumnye Al khususniva

Aegara=-negara. Prog ang harus
ditempuh oleh pa
pemnben tukan

Kusumaatmadjaq berda-—-
sarkan praktek perjanjian—
parjanjian internasic Fads  suatu
pihak terdapat perjanjia ! i fiternaszional yang
diadakan menurut tiga tahap pembentulkar yakni @ Perundin-—
gan , penandatanganan dan ratifikasi dan Pada pihak lain
perjanjian internasional Y EF haﬁya, melewati dua tahap
yakni perundingan dan penandatanganan. Atau dergan kata
lain  ada, perjanjiian vang dapat berliaku bagi para pihak
setelab dua tahap vaitu melalul perundingan dan  penanda-—
Langanan, dan  ada perianiian,biasanya perjaniian Varig

penting sifatnya,mulai  berlaku setelah melalui  tiga

babhap vaitu tahap perundingan, penandatanganan dan  reti-

dah diterima
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fikasi (pengesahan), tergantung dari 5erjanjian itu

sendiei .,
Boer Mauna (1987 = F0), untuk perjanjian bilateral

suatu perjanjian mulai berlaku satelah pertukaran pliagam

¢

pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak
it [}
bahwa | prosedur konstitusional untuk pengesahan  telah

dipenqhi. Sedanghk ral, mulai

nEgaira  hanva

berla*unya suatu

P& an ia% suaktu
setelah negara mehivempan atau !Eﬂ etaris

'

J Heral Orga-—

nisasi Internazionk kpnperensi.

| Disamping 17-20),

mengaJuhakan utama,

]
prosedur untul yaitu
prosedur norma 8 _ derhana

(Simplified).

Secara Kiren 1 (klasik)
1. Pgrundingaﬁ { negotiating )
2. Penandatanganan ( signature )

3. Persetuiuan perlemen (the approval of parlemen)
4. Retification ( ratifikasi )

BSedangkan prosedur vang disederhanakan terdiri atas

perundingan negatiating ) dan penandatanganan {

signature ).
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Jenis prosedur normal  timbul sesudah revolusi
Perancis, karena Pada waktu itulah timbulnya sebagian
besar dari negara-nagars damnkrasi, dimana PeErlemsn
memegany paranan penting dalam pembuatan Undanquundang,
dan begitu pula dalam hal pembuatan perjanjian. Dalam
konstitusi dan kebiasaan masing-masing Nnegara ditentukan

aleh argan-organ yang berkomperent untuk menjiadi  suatu

e

b 41 : dicantumkan

keharusan Fersefu s Far leman @@be ] @m perjaniian

diratifikasi dan okumen itu

dengan  negara fepositokan

di suatu lain
Persetujuan pe rianjian
meEngikat negag

Jaddi dalam

pembuaten perjaniian pEimbangan antar

kepentingan nasional celancaran hubungan
internasional itu sendiri.

Sementara itu pProsedur yang disederhanakan, timbul
dalam praktek nNegara-negara mengikat peraturan hubungan
internasional manghendaki atauw memerlukan  penvelesaian
yang cepat, seperti dalam kebutuhan ekonomi dan politik,
sedanakan  prosedur normal menghendaki Fatiftikasi dari

Varng berwenang sebeslum perienjian herlaku mengikat

Negara-negara penandatangan ,
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Ferihal tahap~tahap vang harus. ditemnpuh délam
membuat perjaniian internasional, akan diuraikan berikut
irtix @

- Perundingan.

kKebutuhan Negara akan hubungan dengan negara-

i
negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai |

masalah  yang timbul di antara negara-negara itu akan

]
manimbulfan : &g k mengadakan
| &Iy

perundinga

m “an - suatul perjaniian.

Ferundingan tersefu meliputi pertukaran,
|

berupa masalah

penadatanganan

rtikaian dan

peidiria+' 17 (] 3 e = L dan lain-—
{ -
!
lain. Maksug ! : mEEn  oleh
I

pemerintah  sud : : cil-wakil -

resmi kepa vang
Frahkan suatu
rancangan/draftt lengh¥ - pEda negara lain.

Sesudah para mengadakan

perundingan, maka Masing-masing negara menunjuk " organ-

organ yang berkomnpeten untuk menghadivi perundingan itu.
Fenujukkan pada organ tersebut, biasanya ditentu?an clalam
konstitusi masing-masing negara hampir semua konstitusi
menentukan  bahwa kepala negaralah yang bertanggungjawab
akan terselenggaranya perundingan itu. Hanya saja di
dalam praktek diplomatik Jarang sekali Kepala Negara ikut

dalam perundingan, maka dalam konperensi seringkali
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berhadapan Wwakil-wakil berkuasa penLh {pleni-potent
honaries). Untuk itu dalam suatu konperensi internaional,
apakah bersifat bilateral matpun  multilateral, WnLminya
dilakukan oleh utusan yang diturniuk oleh Presiden atau
Menteri Luar Negeri. Kepada utusan itu diberikan kekua-
saan yvang wajar untuk menghadici, mengambil bagian dan

menutup perjanjian.

Dalam praktek “Btusan suatu

Megara kesuatu biasanya

dilengkapi dengs "Full Powers". Full cWeErs menurut

konvensi Wira RErjaniian

internasional d;

u Negara
swakili
ui atau
menyatakan
perianjian,
tan—perbuatan

setujunya
atauw untu

Ketentuan yang se mpai dalam pasal 2

L) Konvensi 1984 : 4,

tentang hubkum perjaniian

internasional yang dilakukan oleh arganisasi

internasional sebagai berikut

" Full Powers" means a document emanating from the
competent autority of state or from the conpen-
tent 'organ of - an  international organization
designating a persons to represent the state o
the organization for negobtiating, adopting or
authentcating the tex of a treaty, for EHprens-—-
ing the cinsent of the State or of the organiza-—

tion to be bound by a treaty, or for accomlish-

ing any other act with respect to treaty .,
(Full powers adalah suatu dokumen yang berasal
dari penguasa vyang berwenang dari suatu Negara
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atau organ yang berwenang dari sebuah arganisasi 5

internasional menunjuk seseoraﬁg atau bebesrapa
orang vyang mewakili Negara atau organisasi
tersabut untuk berunding, menyetujui atau meEnge—
sahkan teks perianjian,. Untuk menyatakan setu-
junya Negara atau Organisasi itu terikat pada
suatu perianiian, atau untuk meEnyelesaikan
perbuatan—perbuatan lainnya berkenang dengan
suatu perjanjian).

Fraktek Inggris membedakan dua M &m Flein e

Founvoirs (Kuasa Fenuh), (Starke, 1986 : 234), vyaitu

e 3 an j i@diadak

maka

antara lain @

a. Apabilk pada tara
P

Kepala Negara, N kekuasaan

penub | Jis UNIVERSITAS Rtengani cleh

i Lambang

10 28 tarap
maka
: diberika itandatangani
oleh Mente déngan
c?p Femesnterian.
Apabila traktat (perlanian) 18 0 b9r$ifat_“
bilateral, maka satiap wakil harus masing-masing

memparlihatkan Kekuasaan Fenuhnya, Berbeda halnya sengan
Konperensi Diplomatik yang menutup traktat multilateral,
maka diikuti prosedur lain. Fertama diadakan Komite Kuasa
Fenuh  yang melaporkan tentang sifat Kuasa Penuh dari
masing-masing wakil. Wakil-wakil menyerahkan tanda Kuasa

Fenuh mereka kepada Sekretariat Komite itu. Karena mung-
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kin SROrang wakil dibepri Kuasa FPenuh untuk berunding tapi
tidak berhak menandatangani. hal ini harus dilaporkan
kepada Konperensi dan Konperensi  akan meminta kepada
wakil-wakil tersebut agar mendapatkah “ekuasan  untuk

B
nenandatangani.

i Keharusan untuk menunjukkan surat-surat Kuasa
Fenuh, (Muchtar Kusumaatmadja, 1982 : 117 mengatalkan
tadalk he%laku Femerintah

(Ferdana Menteri) Vang karena

Jabatannya Pl sudah mewakili negaran

afl dengan sah

dan dapat melaku mengikat

negaranya pada fian pula

halnya denga {‘ tidak
usah  menunjukk mereka
biasanva dapat

ReErundingan-perundin

Menurut prak e

235),

8 7

Menteri Luapr Negeri dan Fen enlu  itu dilengkapi
defdgan Kuaéé'Penuh'umum_?ﬁeneFaI Full Powers) vang men-
Guasakannya berhubungan dengan lain-lain negara.
Selanjutnyva perlu pula dikemukakasn bahwa Tl l
powers « bukan satu-satunya dokumen yang dimiliki oaleh
sSuatu delegasi ke suatu  konperensi bilateral MaLpun
multilateral. Suatu deli:—:gasi yang menghadiri suatu kon-

perensi internasional biasanya dilengkapi dengan Creden-—

tizls atau surat-surat kepercayaan. Menurut  aturan 27
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Rules of Frocedure of General Assembly. (Boer Mauna, 1987
: 120-121), menyebutkan Babiwa o

" Surat-surat kepercayaan delegasi suatuy negara ke
sidang Majelis Umum PRE harus diserahkan ke
Sekretariat Jendral satu minggu sebs=lum sidang

dimulai :

dadi  yang diperlukan untuk FBE dan badan—badan

Khusus lainnya menurut beliaw adalah surat-surat
Kepercayaan dan surat-surat
Kepercayaan ini ada ahimutl u : ahlii dan  kalau

perlu  untuk betul-betul

By o

L3l o

meEwakili suatu ter pemerintah-

pemarintah tand.g;. prosedure
FBB sama sekali
dimengerti ka
Subsider (su

tandatangan api

otentifikasi dari % Full powesrs
baru diperlukan i e ' peErianiian Varng
diha;ilkan oleh organisasi internasional harug
ditandatangani sebagai salah satu treaty-making process
suatu  perjanjian internasional. Namun untuk organisasi
internasional tertentu  seperti ITU, UPU dan WIFOo,
credentials  dan full powers dibuat hanya dalam satu
dokumen saja.

Indonesia dalam prakteknya memisahkan full powe s

dan credentials. Untuk menghadiri suatu konperensi,

delegasi R selalu dilengkapi dengan credentials yang

cukup’
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dialamatkan kepada Ketua Konperensi, delegasi RI salalu
dilengkapi dengan credentials vang dialamatkan kepada
Ketua Konperensi yang berisikan nama-nama dari anggota
delegasi dard biasanya ditandatangani oleh Menteri Luar
Negegi. Credentials hanya memberikan wewenang kepada

delegasi untuk menghadiri konperensi  dan bukan untuk

menandatangani fE Yang 4 juga

dikeluarkan

ditandatangani ol@hlMenter i iamblegeri ba

bila suatu pejanfidn akan ditgﬁdatanqani. emisah kedua

dokumen ini kiran dianggap wajar untuk m fedakan tabap

pembuatan dan perdet = anjian. Bagi
Indonesia suat : I | ) dalaq
suatu perundi

tangani pada
kemudiarn agar se LafS i : instansi-
instansi vang hersarig aru dikeluar—
kan untuk utusan Yarng = perjanjiian
_£ersebgt: Lagi'pq}a Jarang sekali perianjian-perjanjian
yang langsung ditandatangani setelah berakhirnya perun-
dingan, apalagi perjianjian-perianiian vang dihasilkan
oleh onganisasi internasional, kecuali kadang—-kadang
dibutubkan tandatangan untuk otentifikasi naska dan dalam
fhal ini tidak diperlukan full powers, misalnya dalam
konpsnei diplomatik.

Demikian pula konvensi Wina 1969, hanvya menvebut—

kan  full powers sebagai satu-satunya dokumen yang harus
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dimiliki -oleh sEseorang utusan atau deiegasi ke suatu
konperensi internasional atau untuk semua tahap tireaty—
making process. Indonesia meEngembangkan praktek Yyang agak
berlainan vaitu cendentials untuk mgnghadiri sutu konper-
ensi dan Tull powers untuk 'menandatangani hasil-hasil

vang telah dicapai. Pada hakekadtnya perbedaan ini hanya

bersifat formal Hertian  full

POWErs manurut Kop paEngertian

credentials.,

disebut dengal TE{m S ' ' | misalnya
secara infor
Pikiran, saling Kadang-

kadang pembicaraan Ainner—-dinner",

Dalam suasana yang dem Arar fikiran atau
felling antar delegasi secara formal kenyvataannva member—
ikan hasil yng lebih memuaskan dari pada dalam sidang-

sidang resmi, seperti dalam "treaty of peace", (Edy

Suryono, 1984 : 21).

Penandatanganan

Setelah perundingan barakhir, maka dokumen  atau
teks perijianiian yang telah disetujui oleh yang berkuasa

penuh  siap untub ditandatangani. Fenandatanganan pada

sl



WnUmny a heréifat jformal, demikian pula nalnya dengan
perjaniian—perjaniian bilateral. Mengenai Lonperensi
multilateral penandatanqanan dilakukan pada sidang penut—
up, maka setiap delegasi membubuhkan tandatangan atas
nama kKepala Negara at;; FPemarintahnya, (Starke, 1986 3

236). Keculi kalau ada persetujuan  untuk mengunodurkan

penandatanganan, maka'traktat senantiasa harus ditanda-

tangani, terutama CLk membuk—

tikan kesalahan na 133). Bila
perundingan tidak pErianjian

tersebut maka penj berkuasa

penuhn  Lidak mertara

tandatangan 784 =
i)

Apabila
fikasi, pensrimaan

.

berartli bahwa delegal - & naskahnya dan

Fandatanganan

bersedia menerima serta mel) Pa kepada pemarintah
mereka yang berhdk menerima atau merolak Ctraktat (perjan—
Jian) tersshut. Hal itw dapat juga menandakan mahﬁud Ay
pemerintah untuk menvelidiki masalah yang diatur dalam
traktat itu agar dapat menyatakan berlaku. Jika tidak
ada kalimat vang menvatabkan akibat itu, maka tidak ada
kewaiiban yvang mengikat negara penandatangan unbuk many -
erahkan traktat itu kepada badan legislatifnva untuk

menyetujui atau menolaknya, (Starke, 1989 : 135 s
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Dan Sebaliknya apabila para peserta traktﬁt (perianjiian)
memang sepakat bahwa perijaniian berlaku tanpa ratifikasi
(pengesahan), maka kesepakatan demikizn dapat dilancarkan
dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan
cara lain setelah bersepakat bahwa peErjanjian tersebut
akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi.
Sehubungan dengan ini konvensi 1986 dalam éasal L2 menya-—

takan sebagai berif

1." The cofs@nt f ¥ e of an |
organiz; be™ndund - by
presaed the signature of thi
tive ar = mwr~ni"A1inm ey 3
(&) the UNIVE 5|TAS e shall
{b) i e e Y =t that the

: : organiza

ternational
paty is  ewu
representia

Lo |

<. For the pu

(&) the
signature
established
negotiationg orga

constitutes a
when it is
EQotiationg State and
ations or, as the case

may be, the negociating organizations so
agreec j

(b) the signature ad ferrendum of atreaty by
the representative of a State or an
international organization, if confirmed by
this State or an international crganization
i ; confirmed by this State or

organization,constitutes a full signature
of the treaty ".

= (Fersetujuan suatu negara atau organisasi
international terikat oleh peirjaniian
atdalah dinvatakan dengan penandatangan oleh
wakil dari negara atau organisasi itu jikas
(&) perjanjian mensyarakat penendatanganan
mempunyai akibat j

||l_1-'||k



(bB) Ternyatal!dari cara bahwa negara dan
organisasi yang mengadakan parundingan
atau organisasi internasional melaku—
kan tindakan vyang t=lah disetujui,

& hwa penandatanganan menghandalk i
akibat itu,atau
(c) maksud  dari pada negara atau

organisasi megmberi akibat tersebut,
atas penandatanganan nampak dari full
powers wakil-wakilnya atau dinyatakan
pada waktu perundingan.
2:Untuk tuwjivan—-tujuan ayat 1
(&) psmaparan tekm DLFJaﬁJlﬂﬁ marupakan
tandatang d it L4 ternyata

(b) suatu
negara dan
i interna-

negaranya

U",”VFRE TAS suatu

Bac ot T T T T p—— gnandatan—

T’Eﬂs ;

prosudar acl

meElalui

waktu
dikonfermasikannya api berlaku
sSWat pada wagktu di Ferianjian
Yang demikian bl all kehandalk para

peserta, (Boer Mauna, 1987 :14
= Sejak-saa;_ditand;taﬁganinya;
- Fada tanoogal vang ditentukan dalam pErianiian.
Maka dengan demikian jika perianiian harus
diratifikasi. Maka sering dinyatakan dengan tegas bahwa
selagl menunggu retifikasi, dokumen itu berlaku sementara
sejak tanggal peENandatanganan. Apabila perjaniian  tidak

menyebutkan pernratifikasian Jmaka  dokumen parjaniian

menaikat sedak penandatanganan .
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— Pengesahan Ratifikasi

Kadang—kadang penandatanganan suatu peErjanjian
belum lagi diciptakan ikatan hukum bagi para pihak-—
pihak.Bagi perjaniian vyang demikian disebut pEnegasan

oleh pamarintab  yang bersangkutan, Setelah meraka

berkesempatan mempelajari isi perianjian  tersebut dan

setelah diajukan keps i : 5 mcalam  suatu

negara untuk digaMan 2 idn d%namakan

'

Ratifikasi.

- iEtilah*iS i
Suryonc, 1984 5 UMIVERSITAS

|
1. Perse 2 ‘ : i rjhnjian,

ratafilkasi

2. Persetu A0 i ]

{ propect adl sutu per—
danjian nagara-nagara

tersebut.
Sedanghkan Konvensi Wina 1986, tentang hubkum

perjaniian internasional, dalam pasal 2 (b)) memberi arti

bBabwa 3

"Ratification" means the International act show
named where whereby a state established on the
international Plane its consent to be bound by a
treaty.

(Ratifikasi adalah setiap tindakan internasional

|papun  namanya yvang dengan nama sustu negara melahirkan

o 1=



7=

pPersetujuan pada tingkat internasional untuk diikat

dengan suatu perianjiian ).
Ratifikasi menurut pasal tersebut diatas merupakan
tindakan =uatu perianiian. Sehingga menekankan pada
1

persetujuan vang akan meningkatkan rencana perjanjian

menjadi perjanjian Yang berlakg' dan mengikat negara-—

negara

Retifikasi adal

pemerintah atas

pEserta (Edi Buryono, 1984 ;25);

(Menurut SBtarke e : pigm  teorinya,

Regara atau

Perintah  tanda tanga paia wakil

berkuasa penuh UNHVER I-IAb 4t  tersebut.

Tetapi

berarti
melainkan Juga

untuk diikat

bahwa

berikut

dalam

anya
peneEs -1 - h:? belaka
negara

(Selanjutnya menyatakan

praktek ratifi™ alasan—alasan

(&) Negara berhak untuk menyelidiki dan meningau
kembali dokumen—dokumen yang ditanda tangani
oleh para delegasinya sebslum menjalankan
kewaiiban—kewaiiban vyang dibebankan oleh
dokumen tersebut,

Chj Berdasabkan kedaulatannya, setiap MED & &

berwenang menarik diri dari traktat, apabila

dikehendaki .,

- 1

5
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(d)

a8 n AR S |
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memanc diangoap per

fcapkali traktat harus diﬁmandemen atau
disesuaikan dengén hukum nasional. Periode
antara penandatanganan dan ratifikasi me—
mungkinkarn nzgara-negara  untuk mengadakan
undang-undang yang diperlukan atau untuk
memperolah  persstujuan  parlemsn, sehingga
traktat dapat kemudian diratifikasi.

Fsas demokirasi, ve babuas _pemerfintah  harus
iatkan p@'umum S@EhEl um menegas—
kan ftat. Ada kemunokinan, dapat umum
inmi
neg meral i-

i

;
adza Mauna ,
42 ind
Ferjaniian—he , : - 3 menyanghkut
kepentingan i mEaEsa  depan negara

dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disah—
kan oleh kekuasaan negara tertingoi.

Untuk menghindarkan kontrversi antara wtusan-—
utusan vyang berunding dengan pemerintah  yang
mengutus mereka. '
Ferlu adanya waktu agar instansi-instansi . Vang

barsangkutan dapat memperlajari naskah vang

diterima.
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o Fengaruh rezim perlementer vyang | mempunvai
wewesnang untuk mengawasi kegiatan—kegiatan
ekeakutif.
Konvensi 1986 dalam pasal 14 vang berisikan
)

rketentuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian Yang
dinyatakan dalam ratifikasi, akseptasi atau aproval =

" 1. The consent of a State to be bound by dtrPaty
ratlflcatlnn 1) e

k is expressed by
i {a) Ths nent to ¢ be
tion ¢
(B) it hed the

iationg ks o and cgotiationg
izations We e that
FLiationg organizatio shoula be

has
to

i_ (c) Tha Etate

consent to

be an &ct aof

(h) ik : that the
negotiating negotiating
uryandeation ory; as the case may be, the -
negotiating confirmation shoulg b

regqured

() The representative of the organization
has signed the treaty subjiect that an
act of formal confirmation 3 or

(d) the intention of the organization to
signed the treaty subject to an act of
formal confirmation appear from the full
powers of its representative or was
sxpressed during negatiabtion.

. The consent of a State or of an  international
organization to be bound nvy treaty is
Exprassed acceptance i)l = aproval undei

conditions similar to those which apply to
ratification (=7 to an act of Toarmal




confirmation " .

1. (Persetujuan suatu negara untuk terikat oleh
suatil parianiian dinvatakan melalui
ratifikasi jika
(&) Ferjanjian itu menentukan bagi persstujuan

demikian dinyatakan dengan cara ratifikasig
{(b) Demikian cara lain ternyata bahwa negara—
negara yang berunding dan organisasi-orga-

nisasi diperlukan 3 !
(c) Wakil negara telah menanda tangani perjan-

jian itu harus diratifikasi, atau

(d) Maksud suatu negara untuk menanda tangani
pHFlaHjlmn Yandg narus dlratlana:J it
2 i akilnya atau
! 6 JEiuncino berlangsung.
2 Persetujw XN : i Si nternasional

itk iian  dengan
sebuah @Enfakan pengs 1 ppormal jika @
(a) Perjpngian itu menentukan bdgill persetujuan

demil: i ini dimvatakan =n EE=th] sebuah

1.

ata bahwa
prganisasi
tuiu bahwa
formal

(i)

telah
dinya-

(c) vhuk  menanda

tarigan dinyatakan
dengan SRCara
formal wakil-
wakil atau perundingan

barlangsung.

2. Fersetuiuvan suatu negara atau sebuah organisasi
internasional untuk terikat oleh suatu persstu-—
juan  dibawah syarat-syarat yang sama dengan
ratifikasi atau seperti hal-hal vang mungkin
dari sebuah tindakan pengesahan secara formal).

Ketentuan mengenai ratifikasi tersebut menegaskan
praktek yang perlu dengan memasukkan ketentuan—ketentuan

itu dalam klausula penutup perjanjian—perjanjian.

Froses sl um ratifikasi suatu perianjian

sebenarnya terdapat dua bagian vaitu 3




F

L}
+

L} Pembentukan kehendak negara melalui hukum knnsfitusﬁ
atau hukum internasional -

2} Pernayataan kehendak negara dalam rangka hubungan
internasional sesuai dengan praktek diplomatik Y ario
perlaku. 2

‘Dari dua kategori di atas maka dapat dikataﬁan

U
ratifikasi mempunyai dua arti, vaitu : ratifikasi dalam

arti l internasig

alam artiy

konstitusional (Ed

Ratifikasi disebut pula
1

ratifiﬁasi, Yang Hemikian di

"akukadl ocleh orme . ?:dan yang
!

mewakili sua : I , 7 lain.
]

Fernyataan ke . Ercantum

dalam dokumen Kepala
'Negara atau Manter Ookumen tadi
dipertukarkan antara gan negara vang

lainnya.dan dis samping (dide suatu negara untuk

Perjanjian bilateral, atau disekretariat suatu organisasi

internasional urrtuk perianiian hilateral, atau
disekretariat suatu organisasi internasjonal untuk per-
Janjian multilateral. Bebagai akibat dari pertukar doku-
men  ialah maka negara yvang telah meratifikazi terikat
pada parjanjian itu. Jadi vang dimaksud dengan ratifikasi
dalam arti konstitusional disini adalah kegiatan beirupa

pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi, karena
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sejiak tanggal pertukaranitulah lahirpya kewaiiban—
kewajiban internasional meErupakan "the internationai
act". Dalam hal ini biasanva organ legislatif menvetujui
dan mengeaahkan suatu perjanjiian dari segi hukum konsti-
tusi dalam negeri sendiri ratifikasi dalam arti ini ialah
persetuiuan parlemen sebelum diratifikasi oleh eksekutif

berdasarkan konstitusi negara masing-masing vang seharus—

nya dicantumkan dikebanyakan

negara, misalnva DRsamping itu

diperhatikan pulls I proses pembuatan Ferdndang-undangan

(legislation).

Dergan hl  adalah
untuk mernye g ‘ ] AT Bynegara,
sedangkan ratif

kinkan perjan

bersangkutan.

4.2.Pembuatan
Dari uraian terdahulu te diketabui bahwa sudah
tidak diragukan lagi organisasi Internasional A ol 1

memiliki kapasitas hukum, =ebah organisasi internasional

memiliki Kewenungan—kewanangan yang menurut Bowett, (1992

¢ 4354), menyebutkan babhwa salah satu kewenangna
organisasi internasional adalah sebagai pihalk dalam
pErjaniian dengan istilah "treaty mak ing powars® .,

Kewenangan'untuk keperluan tersebut berasal dari keadaan

khusus seperti vang telah ditetapkan dalam status




arganisasi internasional tersabut.

Fada prinsipnya terdapat kesaman umum prosedur
pembuatan perjanjiian internasional oleh subyek-subyek

hidkum internasional . kesamaan ini berupa penandatanganan

f .

isi pérjanjian melalui pentahapan yang harus ditempuh,

dalam proses pembuatan perjaniian. Demikian pula

ada ﬁ.hap o i
W

agkah perjanjian valtu

mikian itu.

organisasi akan ey

wkan dalam

Fada gar&s

penyusunan suatu perundingan ,

peryusunan dan dan  dalam

dilakukan

sakial J.gusi Ferta : X WA 7 making

Yang mempunyai pada

suatu organisasi yang

berwenang meEmbuat 7 - = lihat dalam
-

konstitusi dasar dari org-m
konstitusi dasar inilah yang akar menentukan Siapa_ yvang
berwenany membuat perjanjian—perjaniian. Lazimnva dalam
organisasi internasional akan membuat perianiian interna-
gional yang subyvek hukum internasional yang subysk hukum
internasional lainnya, aka yang basrhak dan berwenang
untuk itu adalah Sekretaris Jenderal dari organisasi
tersebut. Sesudah Ltu dilakukan perundingén dan sebagai-
man biasanya, suatu atau beberapa proysk  atau dra%t

dianjurkan uwntuk dibicarakan. Femudian timbullah Lis g -

e, e
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usul amandemen atauw kontrak amndemen.italau sEmuanya

berjalan baik, maka sedikit demi sedikit mulai tersusun
maka bila pada tahap penerimaan naskah perjianiian (adop-
tion of the tex).

Boer Mauna, (1987 : 128), mengatakan bahwa suatu
perjanjian internasional vyang bersifat bilatral maka

pengrimaan naskah  secara bula i = ihnak  adalah

sangat mudah dic perianiian

umlai anqﬂ!ﬂg

takan & .megara atau M

multilatral diman masih htas.  Untuk

ASEAN wvang . beran dengan 12

negara masih tidak il keputu-—

san dengan suara multila—

tral dengan 159
negara  anggot SUAa
bulat sangat sukar peserta
k;npraﬂﬁi menentukan uan mengenai
pangmungutan suars untul

Sesudah rEnerimaan nask perjaniian, maka tahap

barlakunya adalah kesaktian naskah oerjaniian.

Kesaksian, (Boer Mauna, 1987 : 129 ) adalah suatu
tindakan dalam prosss pembuatan perjaniian yang mengak-—
hiri secara definitif naskah yang telah dibuat. Bila
naskah itu sudah diotentifir maka naskah itu tidak boleh
lagi dirubah-rubah. Kalau otentifikasi ditentukan sebea-—
lumnya, maka otentifikasi dapat dilakukan dengan  membu-

buhi tandatangan atauw paraf dibawah naskah perjanjian.




g1

Kecuali ditentukan lain,paraf atau tandatangan dalam

rangka otentifikasi suatu naskah Diasanya tidalk

mempunyai ikatan hukum, hanya sekedar konstitusi resmi

bahwa konprensi telah berhasil menelorkan suatu naskah
i

perjanjian.

Halain itu terdapat cara-carsa kKhusus untuk pembua—

tan perjanjian mu ini Boer

Mauna, (1987 : 13 berikut s

Fembuatan suatu pe suatu  kon-

ve%si inler  asiond penbuatan
undang-undany disud
perjanjiian mllti
1. FPembuatan
rangka suatu k

Z. Fambuatan peria

Fembuatan perjanji ultilateral dalam

rangka suatu konpersnsi internasional dapat diselenggara—

kan atas prakarsa suatu  atau beberapa atas prakarsa

Grganisasi internasional, miasalnya PBE, bertujuan teri-

tama membusat ketentuan hukum internasional. Konperensi-

honperensi yang diorganisiraoleh FRE juga dapat dibedakan

atas dua macam Negara yanq diundang, yaitu negara-negara

angoota FEE sendirg Yang mempunyai hak penuh untok cdium—

dang dan negara-negara lain yang syarat-syarat pengun-

ditentukan terlebih dabuwlu oleh

dangannya

Drgan yang

AR LB Em 4 A
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harwenéng dari PEBER., Misalnya dalam konpe;ensi Hukum Laut,
disamping anggota FBE, juga dapat diuwndang negara-nsgara
lain, badan—badan khusus PEBE dan negara—n=sgara lain
anggota Statuta Mahkamah Internasional. Segala sesuatunya
baik berupa personil maupun segala macam fasilitas yang

berhubungan dengan konperensi yang diselenggarakan atas

inisiatif PMN. M8 Conference on

the Law of Treat on the Law
of the Sea, Unitef ibitions or

2apons which

may be Deemed t@ B i to  have

Fada peserta
mengirimkan w surat-—
surat Kepercayaan membuat
anggaran rumah tangogl Meg@iukan agendanya

dan memilih ketua dan wap 4. konperensi juga
me@pentuk _Commissjons, committes, sub—ccmmitteas yang
Pperlu untuk kelancaran sidang-sidang. Jadi biro konperen—
si  terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua konperensi,
ketua~-ketua komisi dan rappoteurs.

Draft perjaniian vang dipersiapkan oleh Orgar=—
organ vyang berwenang dari aorganisasi tersebut, Dan
Fancandgan perjanjian inilah yang diradikan dasar diskusi.
Untuk FBE, suatu organ khusus dibentuk olah Majelis Umum

tanggal 21 Nopember 1947 yang bernama Internasional Law




Commission ( Komizi Hukum internasicanl ) yang terdiri

dari amli-ahli hukum keamanan di dunia. ¥Komisi inilah
yang menyiapkan segala macam draft kodifukasi Hukum

Internasinnal'_baik yang baik yang dierganisir oleh FEE

]
mauvpun ° konperensi yang diselenggarakan dalam rangka:

brgan—organ FBB. Aturan lain komisi Hukum Internasional
Ngan—rancanga

janj ie.rﬁanti
gy

sehubungarl dengan pgr anjian, dan lain—lain.

tersebut itelah mer Konvensi

Hukum Ladt.Hukum Hara-negara

Nenzge-rwai. peEngrimnaan nasks 2t iEn§ian  telah

diviaikan ;p_a.da sub Bbal UNIVERSI

! Konprensi 4 : - dtas

= Konperensi FBR I tabhun Leagy Tt tahun_l?b@, ofan

III tahun 1973 s/d 198? mengenai Hubkum Laut,
Fada LinLimny & konperensi-konperensi VAT
diselenggarakan atas prakarsa organisasi—organisasi
internasional terutama bertujvan membentuk ketentuan—
ketentuarn Hukum Internasional. Ferjanjian—-perianjian YA
telah diterima oleh konperensi biasanya terbuka untuk

penendatanganan selama jarak waktu tertentu.

Lazimnya selama satu tahun terhitung dari tancgal
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PeEnerimaan suaty perianiian.
Selanjutnya perjanjian-perjanjian Multilateral

dalam rangka suatu organisasi internasinnal, Boer Mauna

oleh organ organisasi internasional hampir sama caranva

dengan teknik legislatif nasional, karena organ  legisla-—

“tif dinternasion AErmanen  yang

bertugas membuat
Febanyakan A AN E iBagi~organisasi

internasional =¥ af LC i | berisikan

o g an tertent : : _ R ENSional
berisikan ha
masing seper

bahwa :

" Dewan memnpersiapkan
Fencana-renca . diajukan kepada
Majelis Upnitim , oy an soal-soal YE

termasuk dalam ~ekuasaannya ",
Sesuai dengan prosedur inilah Majelis Umum 'telaH
meaEnerima 3
= Konvensi tentang pencegahan dan  penghukuman
kejahatan—keiahatan Genocide, Desember 1948,
~ Konvensi imtewﬁasimnal tentang penghapusan
segala macam bentuk Diskriminasi R;Eial,

Desember 1943,

Di samping_itu Juga terdapat sejumlah Komite yang




dibentuk oleh Majelis Umum FEB sesuai dengan pasal! 292

Fiagam, yang ditugaskan untuk melakukan studi atas segal
macam permasalah dan membubarkan diri segara setelah

menyelesaikan tugasnya. Beharmpa diantaranya adalah 3 .

Principle of Non-Use of Force in international

Relations (Res. 32/150, 19 Desemboi 1977).

‘ - Special

Nations 2 5 1ine the Role of

melaksanakan fiterimanva oleh

Majelis Umum FEBE ta / Dessmber 1979, Con
vention Against the laking of Hostages “yang
telah disiapkan oleh Komite Ad Hoc tersebut.
Organisasi-srganisasi regional tertentu Juga diberi
wewenang untuk membuat ketentuan-— ~ketentuan hukum. Dewan
Eropa berdasarkan statusnya telah ‘banvalk membuat
Fonvensi*kmnvenﬁi terutama konvensi tahuh 1950 tentang

perlindungan hak-hak Gzasi Manusia.

Ferijanjian yang dihasilkan dalam rangka organ

¢~ Special commite on the Effectiveness af the



Organisasi-organisasi internasional iniy " dibust aleh
delegasi—delegaai Negara  vang duduk dalam organ—cirgan
Lersabut.

Ferbedaan antara perjaniian—perjaniian yang dibuat

oleh Grgan—organ organisasi internasional dan peErjanjian

vang dibuat atas prakarsa suatu organisasi internasional

ialah untuk Perjanjian—parjanjian yang pertama vang tadi

berlaku sepenuhng K ' o j arng  terdapat

dalam Fiagam or tam pasal &5

menyatakarn bahwa

perianjian
ari  suatu
Hap setiap
keten-
ganisasi

" Konvensi

‘arganifGe
perjan‘
tua-{‘

dalam
pasal 3 Konvensi 1
" The preseng any treaty
betwsen  ane ane ar  more
nternational og ch is the constit—
uent instrument o peErnational arganization
an any treaty adopted within an international
organization, without prejidice to any relevant
" rules of the organization ".
(Konvensi ini  juga berlaku terhadap setiap
perjaniian antara satu atau lebih negara-negara
atan satu atau lebih argan&aasi—qrganisasi vang
mana  merupakan instrumen pembentuk organisasi
internasional dan terhadap setiap perjanjian
yang disetujui di dalam suatu organisasi inter—
nasional tanpa merugikan ketentuan yang relevan
dari organisasi terssbut).
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'
1

Mengenai otentifikasi haskaﬁ Yarg dite;ima,'maskah
Lerseb@t dimagukkén kedalam resolusi dari organ Yarg
membuatinva. Kemudian Ketua Organ tersebut meEmbubuhi
tandatanqannya untuk otentifikasi naskah tersebut. Jaqi
tidak diperlukan lagi tandatangan Wakil—-wakiil negara yang
ikut dalam konperensi . Untuk PREE otentifikasi Hiiakukan'

dengan pembubuhan enderal .dan
i

tandatan

L]
fetua Organ, sedarf Daskan untuk

emberi tandatanga

. di Indonesia. UN'VRSITAS

g HDSBWA _.,.

negara—

T
negara tetapijuga. d interna-—
sional atau dengan regional dinans
Indonesis Juga sebagai angeoota. salnya irdonesia telat
mengadakan banyak perjanjiian dengan pe}wakffan—per;akilan
FEE dan badan—badan khusus lainnya, mengenai pendirian
kantor cabang mereka di Indonesia, Sebagai contoh Indone-
sia telah mengadakan Rperjanjian dengan organisasi region-
al ¢ Imdonesia telal menandatangani  suatu perianiian
GeEngan ASEAaN Fada tangoal 20 January 197% bentang Hak-hak

'Ist imawa dan Eekebalan—&ekebalaﬁ Sekretaris ASEAN . di

Jakarta, FPerianiian tersebut baoi Indone=sia meEirupakan
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perjaniian dalam arti kata sesuai dengan‘hukum interna-
sional dan dengan demikian praktek Indonesia juga menga—
kui organisasi internasional sebagai subyek hukum seperti
halnya dengan negara.

Selanjutnya Fosr Mauna, ( 1987 : 148 5, akan
mangemukakan bagaimana praktek pembuatan perﬁanjian

internasion&al di Indonesia terutama mengenai persiapan

dilaku lﬁ esia d

melalud  beberapa

teknis pembuatan

Frosedur yva pembuatan

perijaniian—perianj s hap

sepertili penjajakaf UNih{ERShTAS perundingan
3 1 E Boare :

rganisasi

vaitu

Mberikan
indikasi ingi suatu
masalah, menye{ujui
keinginan itu, mak giakan dengan
langkah~langkah sebaga

- Mengadak#n konsu departemen—
departeman lain di dalam Neger i yang amde Db
gannya dengan rapat interdependental. Dengan
demikian perscalan yang akan diatur dalam Garis-—
garis besar perjanjian.

- Mengusahakan ‘"green ligth: dari Direktorat

Regional atau Direktorat Organisasi Internasional

yang barsangkutan di Departemen Luar Megeri.



= Mengusahakan persetujuan dari Sekretariai Negéra
tq Sekretariat Kabinet. 't

- Mendapatbtan persetuivan - persetujuan tentang
posisi Indonesia dari Menteri-menteri vang
bersangkutan. . ¢

Setelah mandapatkan hal-hal tersebut di atas;:maka

masing-masing Departemnesn -wrkepentinqanl

pembicar aan

denga

terhidap . suatu
[ §egara asing

penj&jakan
|

atau dengan Orggnisasi internasionzl be fat teknis,
I

Fenjajakan ini jdq i Depairtemnen

Tuduw getanui
kessdiazn yang
bersangkutan ! E BT ng menjadi

ersoalan dengan pokok  atau
f2 =]

unsur—unsur  dari masa Perlu  dituangkan
dalam perjanjian.

Fatiap selanjutnya untuk pembuatan naskah
perjaniian itu ialah perundingan tingkat teknis (expert),
peErundingan ind disiapkan bilsa Penjaiakan vang diadakan
sebelumnya memberi harapan dapat tercapainya persatujuan.
Susuﬂdn delegasi atau team RI ke perundingan tingkat

teknis (expert) tersebult haruslah s@2iauh munglkin

mencerminkan kepentingan DQpartemen"departamen Yarg

bersangkutan - dengan memasukkan  unsur Direk torat AN
o
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berkepentingan termasuk Departemen—departeman Luar
Negeri. Siapa Yang menjadi Ketua atau Fimpinan
delegasi/Team teknis (expert) dapat- disesuaikan dengan
kebutuhan.

Tujuan dari perundingan teknis ini untuk meEncari

Jalan dalam meEngatur hal—-hal vang perlu . distur seperti

yang munghkin telah Jajakan atau

didalam perund ing al Medalam draft

Pasal-pasal penga sSsebut dalam

tahap penjajakan Ferla?u pula  bagi | perundingan

tingkat teknis.

Tahap 1§ i tingkat

'officiallpeja-H fsetujuvan.
Ferundingan rg épabi;a
panjajakan menunijukkan
hasil vang memberi setuiuan  yang
dimaksud.

Delegasi perundinga irmd harus mendapat
Credentialis dari Menteri Luar Negeri Indonesia vyang
member ikan kua;a kepada delegasi yang bersangkutan  uwuntuk
marundingkan masalah tersebut. Disamping itu Delegasi RI
keperundingan tersebut harus Jilengkapi dengan suatu

instruksi/petunjuk Menteri Luar Negari atau Henteri_ vang

bersangkutan yang menggambarkan posisi Indonesia mEngenai

berbagai masalah yang akan dirundingkan.

Hasil—hasil perundingan dalam pembicaraan rEsmi
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terseput yané disetujui oleh kedua pihak dapat dituangkan
kedalam suatu draftt perjanjian/persetujuan!memmrandum of

Understanding, tergantdng dari materinva yang kemudian

akan dipelajari . oleh masing-masing pemsrintakh. Dalam
2
tahap Perundingan ini sebaiknya unsur-unsur Departemen

'

Luse Negeri, dJkhususnya  unsur Direktorat pErianiian

Internasional diikut sértgkan aleh karena sudah mamasuk i

erumusan et sud . Draftt
p

akhir/final drafd Qdleh masing-

masging delegasi. meg-aTan  ketua

delegasi memperoleh L.uair  Negeri

—

1

untuk maksud te dilakukan

aleh QQta Bessy
menyanghkut
akreditasinya

Dalam beber kemajuan—

kemajuan yang dicapai parundingan

tingkat teknis/experts dar Bingan resmi  tingkat
pejatat T Rentahapan diperpendek atau digabang tetapi
dengan sslaly memperhatikan ketentuan vang berlaku untuk
masing-masing pentahapan tersebut. :

Tahap~tahap vang diuraikan di atas hanya bersifat
umum‘ dan sebagai Pegangan dalam persiapan  pembuatan
periani ian . Namun demikian itu tidak berarti bahwa Semua

tahap di atas ditempuh seluruhnya dan secara bertuwrut-

turut  karena semuanya itu tergantung dari pada bentuk,



Q2

' '

[} i !
jenis dan materi Perjanjian yang Aakan dibuat harus
disiapkan sematangwmatangnya dengan melibatkan semua
instansi yang bersgngkutan, dengan pﬁrsetuiuan

pemerintah, mencerminkan kepentingan'nasiogal dan tidak

merugikan  Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota

masyarakat Internasional. -

s

UNIVERSITAS
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KESIMPULAN DAN SARAN

i b Kesimpulan. 5

Dari keseluruhan uraian maupun penielasn pada bab-
bab terssbut di atas, askhirnva dapat disimpulkan batiwa

negara—negara membentulk arganisasi internasional didorong

oleh suatu tuju wEIara-negara

menghendaki bahwal dblam sua e Rl O teptu, mereka

tidak usah  lagi gnjalankan  sepndiri HE R bekerja

sendirian, akan t@tdpi Cubup diwakili clehl Ruatu hadan

yang tampil untuk |ds:
organisasi i _ pialankan
sebahagian  tudy , =Y & ' E-negara
lainnya namun tidak
manjadi wilayah . HE- oirganisasi
internasional berad wlam  wilayvah
suatu negara. Hal ganisasi harusg
memiliki perseonalitas hukum ditfhakat nasional. Tetappi
organisasi  internasional tidak cukup bila  hanya diberi
personalitas Fukum ditingkat nasional. Mengingat
banvaknya Tungsi-fungsi organizasi diluar iangkauan Hukum
Nazional dar Farya dapat dilaksanakan ditingkat
internasional maka pemberian personalitas hukum dalam
hukum  publik internasional diberikan kepada organisasi

internasional untuk pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi

internasional . secara efektif, malka Organisasi




74

intarnasional memarliukan hak-halk istimeda dan kekebalan
sangat penting. Olehnya itu organisasi internasional
memiliki kapasitas yvuridis vaitu kewsnangan atau

kemampuan melakukan tirndakan hukum . Salah satu

kewénangannya adalah membuat Perjaniian dengan subyek

Fukum internasional Iainnya. i

-lah membuaﬁ

Namun kapasitas

perjanjian adalah jerbatas., dan jang atlannyva serta

kekuasaan internds onal ditEH!ukan Secayal tegas atau!

P@sisi  inilahj
]

tidak langsung ole konstitUsinya. Dalam

organisasi hudkoum |
internasional, ‘ 2 ] kewajiban
meEnurut  hukum T-. :
9.2. Sara

Karena Poentuk oleh
beberapa negara vanh . @i Sa, kebudavaan
maupun  hukum  vang berlats i asing-masing nagara
tersebut, _maka hendakny= para piliak- yany wemben tuk
Organisasi Internasional melékukan harmonisasi
kepentingan dan hukum nasionzal masing-masing negara
anggota, agar efektifitas organisasi interngsianal

sebagai suby=k hukum internasional lebih terjamin.

.

i
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